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1.1. Latar Belakang
Undang – undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah diwajibkan menyusun rencana Pembangunan Jangka Menengah satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya desebut Renstra – OPD yang merupakan dokumen perencanaan satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun. 

Dalam penyusunannya, Renstra OPD merupakan refleksi penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJM) Kabupaten Blitar.

Dengan demikian Renstra Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan , program dan kegiatan pembangunan peternakan dan perikanan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Peternakan dan Perikanan serta berpedoman kepada RPJM Daerah Kabupaten Blitar dan bersifat indikatif.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
Disamping itu pemerintah telah menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan  suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.

Berangkat dari ketentuan diatas, dimana Peternakan dan Perikanan merupakan salah satu institusi Pemerintah Kabupaten  sebagai penyelenggara Pemerintah maka sudah menjadi kewajiban melekat untuk mempunyai Rencana Strategis. Dengan demikian Rencana Strategis  Peternakan dan Perikanan dibuat, hal ini merupakan salah satu kesadaran untuk ikut dan menentukan irama perubahan sesuai dengan tuntutan yang berkembang, dimana dengan dirumuskannya secara strategis, maka Peternakan dan Perikanan telah menentukan arah perkembangan Organisasi untuk meraih keberhasilan dimasa mendatang dan dengan penentuan visi, misi serta memahami faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai manifestasi tanggapan Organisasi  terhadap kondisi lingkungan baik insternal maupun eksternal yang selalu berubah secara dinamis, Peternakan dan Perikanan telah menetapkan formulasi arah yang akan dituju termasuk bagaimana cara mencapainya. 

1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
5. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang- Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah;

14. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); 

16. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 28-2-2008 Nomor : 050/200/IIBANGDA/2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Daerah kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2011-2016;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat daerah;

20. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar.

1.3 Maksud dan Tujuan  

Rencana Strategis Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2016 – 2021 dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen , masyarakat peternakan perikanan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan peternakan dan perikanan sesuai dengan visi, misi dan arah pembangunan yang sejalan dengan kebijakan Pemerintah daerah, Pemerintah Pusat dan Provisnsi Jawa Timur , dengan tujuan :

1. Menetapkan arah dan tahapan prioritas pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun mendatang sebagai pedoman penyusunan Rencana Kerja OPD.

2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sinergis, terpadu dan konsisten  berkesinambungan dengan perencanaan pembangunan Nasional,  Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten Blitar.

1.4    Sistimatika Penulisan

Rencana Strategis ( Renstra ) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Mengemukakan secara ringkas pengertian tentang Renstra SKPD, fungsi Renstra SKPD dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan Renstra SKPD, keterkaitan Renstra SKPD dengan RPJMD, Renstra Kementrian/Lembaga, dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja SKPD. 
1.2. Landasan Hukum 

Memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang struktur organisasi, tugas dan fungsi, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD. 
1.3. Maksud dan Tujuan 

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renstra SKPD. 
1.4. Sistematika Penulisan 

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renstra SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen. 

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN SKPD 

Memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaran tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksananaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini. 

2.1. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD 

Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukkan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

2.2. Sumber Daya SKPD

Memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, asset/modal, dan unit usaha yang masih operasional. 
2.3. Kinerja Pelayanan SKPD 
Bagian ini menunjukkan tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut Standar pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti SDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh pemerintah. 
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD 
Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra Kementrian /Lembaga (K/L) dan Renstra provinsi, hasil telaahan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan. 
BAB III. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI 

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan SKPD 

Menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pelayanan SKPD beserta faktor yang mempengaruhinya. 

3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih 

Mengemukakan apa saja tugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Selanjutnya berdasarkan identifikasi permasalahan pelayanan SKPD, dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih tersebut. Faktor-faktor inilah yang kemudian menjadi salah satu bahan perumusan isu strategis pelayanan SKPD. 
3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi 

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat ataupun faktor-faktor pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari sasaran jangka menengah Renstra Kementrian /Lembaga(K/L) ataupun Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota. 

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 

Menjelaskan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi RTRW dan KLHS. 

3.5 Penentuan Isu-isu strategis 

Menjelaskan dan mereview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan SKPD
2. Sasaran jangka menengah pada Renstra K/L
3. Sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD provinsi/kabupaten/kota
4. Implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD
5. Implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD
BAB IV. TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN 
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah SKPD. 

Menjelaskan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah SKPD. Tujuan SKPD diturunkan/mengambil dari Sasaran jangka menengah RPJMD, SKPD melaksanakan sasaran yang mana, sesuai bidang urusan yang dilaksanakan

4.3 Strategi dan Kebijakan SKPD 

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam tahun 2016 dan lima tahun mendatang. 

BAB V. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INIDIKATIF 

Menjelaskan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang disajikan dalam tabel. 

BAB VI. INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Pada bagain ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD yang disajikan dalam tabel.


2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

2.1.1. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar bahwa Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar mempunyai tugas pokok  melaksanakan urusan  pemerintahan dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang peternakan dan perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi :

a. Pengawasan penggunaan sarana peternakan;

b. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) hewan dalam Daerah Kabupaten Blitar;

c. Pengawasan mutu dan peredaran benih/bibit ternak dan tanaman pakan ternak serta pakan dalam Daerah Kabupaten Blitar;

d. Pengawasan obat hewan di tingkat pengecer,

e. Pengendalian penyediaan dan peredaran benih/bibit ternak, dan hijauan pakan ternak dalam Daerah Kabupaten Blitar;

f. Penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Propinsi Jawa Timur;

g. Pengembangan prasarana peternakan dan lahan penggembalaan umum, ;

h. Pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak dalam Daerah Kabupaten Blitar;

i. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah Kabupaten Blitar;

j. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah Kabupaten Blitar serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah Kabupaten Blitar;

k. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medic veteriner dalam Daerah Kabupaten Blitar;

l. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;

m. Pengendalian dan penanggulangan bencana wabah penyakit hewan dan bencana alam yang berakibat pada hewan;

n. Fasilitasi Penerbitan izin usaha peternakan, izin usaha produksi benih/bibit ternak dan pakan, fasilitas pemeliharaan hewan, rumah sakit hewan/pasar hewan, rumah potong hewan serta izin usaha pengecer (toko, retail, sub distributor) obat hewan;

o. Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan ;

p. Pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan ;

q. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pemberdayaan nelayan kecil dan usaha kecil pembudidayaan ikan, penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya dalam 1 (satu) daerah kabupaten, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan pengelolaan pembudidayaan ikan ;

r. Fasilitasi kegiatan yang menjadi kewenangan pusat dan propinsi di Bidang Perikanan ;

s. Pelaksanaan administrasi Dinas Peternakan dan Perikanan; dan

Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang peternakan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati.

2.1.2. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dijelaskan Struktur Organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar terdiri dari :

a. 
Kepala Dinas ; 

b. 
Sekretaris, membawahi : 

1. Ka.Sub Bagian Penyusunan Program ; 

2. Ka.Sub Bagian Keuangan ; 

3. Ka.Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
b. 
Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan, membawahi : 

1. Seksi Perbibitan dan Sumberdaya Genetik (SDG)
2. Seksi Seksi Bina Usaha Peternakan

3. Seksi Pakan Ternak

c. 
Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahi : 

1. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan dan Pengawasan Obat Hewan
2. Seksi Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan
3. Seksi Kesehatan dan Masyarakat Veteriner
d. 
Bidang Perikanan Tangkap dan Kelautan, membawahi : 

1. 
Seksi Produksi dan Pengelolaan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
2. 
Seksi Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil 
3. 
Seksi Pengembangan Teknologi Sarana dan Prasarana perikanan Tanggap
e.
Bidang pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan, membawahi :

1.
Seksi pemberdayaan pelaku usaha kecil dan kelembagaan pembudidayaan ikan

2.
Seksi budidaya ikan

3.
Seksi kesehatan ikan dan pengendalian mutu perikanan budidaya

f. 
Unit Pelaksana Teknis Dinas ; 

g. 
Kelompok Jabatan Fungsional. 

Untuk melihat dan mengetahui susunan organisasi Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2

Susunan Organisasi

Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
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2.2. Sumber Daya Yang Dimiliki
2.2.1. Sumber Daya Manusia

Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar merupakan salah satu OPD yang mempunyai peran dalam Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar. Dalam menunjang sub sektor peternakan dan perikanan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh sumber daya aparatur sebagai berikut.
Tabel 1
Komposisi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Jenjang Pendidikan Formal

	No
	Tingkat Pendidikan
	Jumlah

( orang )
	Persentase (%)

	1
	Sekolah Dasar (SD)
	-
	-

	2
	Sekolah Menengah Pertama (SMP)
	-
	-

	3
	Sekolah Menengah Atas (SMA)
	6
	8,2

	4
	Diploma III
	2
	2,7

	5
	Sarajana ( S1 )
	57
	78,1

	6
	Pasca Sarjana ( S2 )
	8
	11

	7
	Doctor ( S3 )
	-
	-

	Total
	73
	100


Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh 73 orang sumber daya manusia yang mana lebih dari separoh mempunyai latar belakang pendidikan Sarjana (S1) dengan jumlah 57 orang (78,1%), sehingga mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik. 

Tabel 2

Komposisi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Golongan
	No
	Golongan
	Jumlah

( orang )
	Persentase (%)

	1
	Golongan I
	-
	-

	2
	Golongan II
	13
	17,8

	3
	Golongan III
	54
	74

	4
	Golongan IV
	6
	8,2

	Total
	73
	100


Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar didukung oleh 73 orang sumber daya manusia yang mana lebih dari separoh mempunyai golongan III dengan jumlah 54 orang (74%), sehingga mempunyai kemampuan untuk mengetahui, memahami dan melaksanakan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) dengan baik karena telah memiliki pengalaman kerja yang cukup dan cakap.
Tabel 3
Komposisi Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Jabatan / Eselon

	No
	Golongan
	Jumlah

( orang )
	Persentase (%)

	1
	Eselon I
	-
	-

	2
	Eselon II
	1
	1,4

	3
	Eselon III
	5
	6,8

	4
	Eselon IV
	22
	30,1

	5
	 Fungsional Tertentu (JFT)*
	4 
	5,5

	6
	Fungsional Umum (Staf)
	 41 
	56,2

	Total
	73
	100


Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat Dinas Peternakan Kabupaten Blitar juga didukung oleh tenaga harian lepas (THL) Kementrian Pertanian sebanyak 7 orang, THL Kementrian Kelautan dan Perikanan sebanyak  7 orang dan Petugas Inseminasi Buatan Sebanyak 55 orang.

2.2.2. Sumber Daya Pendukung / Sarana dan Prasarana

Sebagai pendukung dalam pelaksanakan tugas dan pekerjaan diperlukan sarana dan prasarana penunjang OPD yang memadai, hingga saat ini sarana dan prasarana yang tersedir pada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.
Tabel 3

Sarana dan Prasarana  Penunjang OPD
	No


	NAMA


	JUMLAH


	KONDISI BARANG

	
	
	
	BAIK


	KURANG BAIK
	RUSAK BERAT

	1


	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah
	1
	1
	
	

	2


	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya
	3
	3
	
	

	3
	Tanah Peternakan Lainnya
	4
	4
	
	

	4
	Portable Generating Set
	2
	2
	
	

	5
	Transportable Water Pomp
	2
	2
	
	

	6
	Portable Water Pump
	3
	3
	
	

	7
	Pompa Lain-lain
	1
	1
	
	

	8
	Station Wagon
	2
	2
	
	

	9
	Sepeda Motor
	11
	10
	
	1

	10
	Global Positioning System
	3
	3
	
	

	11
	ALat Ukur Universal Lain-lain
	1
	1
	
	

	12
	Timbangan
	1
	1
	
	

	13
	Alat Panen/Pengolahan Lain-lain
	46
	46
	
	

	14
	Tang Pemasang/Kar Tang
	1
	1
	
	

	15
	Alat-alat Peternakan Lain-lain
	29
	29
	
	

	16


	Mesin Ketik Manual Standar (14-16)
	1
	1
	
	

	17
	Lemari Besi
	1
	1
	
	

	18
	Rak Besi/Metal
	3
	3
	
	

	19
	Rak Kayu
	2
	2
	
	

	20
	Filling Besi/Metal
	5
	5
	
	

	21
	Brankas
	1
	1
	
	

	22
	Lemari Kaca
	3
	2
	
	1

	23
	Lemari kayu
	14
	9
	
	5

	24
	Kursi Besi/Metal
	3
	0
	
	3

	25
	Meja Rapat
	8
	7
	
	1

	26
	Meja Reseption
	1
	1
	
	

	27
	Kursi Tamu
	4
	4
	
	

	28
	Kursi Putar
	7
	7
	
	

	29
	Kursi Lipat
	137
	134
	
	3

	30
	Meja Komputer
	6
	6
	
	

	31
	Tenda
	1
	1
	
	

	32
	Sofa
	1
	1
	
	

	33
	Alat Pembersih Lain-lain
	1
	1
	
	

	34
	Lemari Es
	4
	4
	
	

	35
	AC Unit
	1
	1
	
	

	36
	Kipas Angin
	1
	1
	
	

	37
	Kompor Gas
	1
	1
	
	

	38
	Tabung Gas
	1
	1
	
	

	39
	Televisi
	5
	5
	
	

	40
	Handy Cam
	1
	1
	
	

	41
	Alat Rumah Tangga Lain-lain
	2
	2
	
	

	42
	P.C Unit
	12
	12
	
	

	43
	Lap Top
	16
	15
	
	1

	44
	Floopy Disk Unit
	1
	1
	
	

	45
	CPU
	2
	2
	
	

	46
	Hard Disk
	1
	1
	
	

	47
	Keyboard
	2
	2
	
	

	48
	Printer
	20
	18
	
	2

	49
	External
	1
	1
	
	

	50


	Peralatan Personal Komputer  Lain-lain
	21
	11
	
	10

	51
	Modem
	3
	3
	
	

	52
	Meja Kerja Pejabat Eselon II
	1
	1
	
	

	53
	Meja Kerja Pejabat Eselon III
	1
	1
	
	

	54
	Meja Kerja Pejabat Eselon IV
	15
	15
	
	

	55


	Meja Kerja Pegawai Non Struktural
	21
	8
	
	13

	56
	Meja Kerja Pejabat Lain-lain
	2
	2
	
	

	57
	Kursi Kerja Pejabat Eselon II
	2
	2
	
	

	58
	Kursi Kerja Pejabat Eselon III
	1
	1
	
	

	59
	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV
	16
	16
	
	

	60


	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural
	7
	0
	
	7

	61
	Kursi Kerja Pejabat Lain-lain
	2
	2
	
	

	62
	Kursi Rapat Ruangan Rapat Staff
	1
	1
	
	

	63
	Lemari Arsip untuk arsip Dinamis
	5
	5
	
	

	64
	Camera + Attachment
	3
	3
	
	

	65
	Proyektor + Attachment
	2
	2
	
	

	66
	Microphone/Wireless Mic
	1
	1
	
	

	67


	Unintemuptible Power Supply (UPS)
	3
	3
	
	

	68
	Camera Film
	2
	2
	
	

	69
	Timbangan Hewan
	2
	2
	
	

	70
	Pesawat Telephone
	1
	1
	
	

	71
	Telephone Mobile
	1
	1
	
	

	72
	Facsimile
	1
	1
	
	

	73
	Alat Komunikasi Lain-lain
	1
	1
	
	

	74
	Stetoscope
	3
	2
	
	1

	75
	ALat Kedokteran Umum Lain Lain
	8
	-68
	
	76

	76
	USG
	3
	3
	
	

	77
	Colony Counter
	1
	1
	
	

	78
	Alat Kedokteran Bedah Lain-Lain
	2
	2
	
	

	79
	Spuit 2 cc, 5cc, 10cc
	25
	25
	
	

	80
	Beaker Glass
	8
	8
	
	

	81
	Incubator
	1
	1
	
	

	82
	Pocket Stereoscope
	1
	1
	
	

	83
	Camera Photo Micrograph
	1
	1
	
	

	84
	Labu Takar
	12
	12
	
	

	85
	Furnace
	1
	1
	
	

	86
	Alat Kedokteran Umum Lain-Lain
	6
	5
	
	1

	87
	Pipette Filter
	1
	1
	
	

	88
	Tube for Centrifuge
	10
	10
	
	

	89
	Petri Dish
	5
	5
	
	

	90
	Destilator
	1
	1
	
	

	91
	Lacto Meter
	1
	1
	
	

	92
	Staining Jars
	2
	2
	
	

	93
	Pipet
	104
	103
	
	1

	94
	Sentrifush Electric
	1
	1
	
	

	95
	Lemari Asam
	1
	1
	
	

	96
	Al Apparatus
	18
	18
	
	

	97
	Container N2 Cair
	24
	24
	
	

	98
	Fibertec  System
	1
	1
	
	

	99
	Alat Lab. Pertanian Lain-Lain
	32
	32
	
	

	100
	Hot Plate Stirer
	1
	1
	
	

	101
	Pipet Ukur
	6
	6
	
	

	102
	Colony Counter & Automatic Taly
	1
	1
	
	

	103


	Alat Laboratorium Lainnya (Lain-Lain)
	327
	288
	
	39

	104
	Gelas Ukur
	6
	6
	
	

	105
	Mikroskop
	4
	4
	
	

	106
	Laboratory/Service Wagon/Cart
	8
	8
	
	

	107
	Stetoscope
	3
	2
	
	1

	108
	Lampu UV
	1
	1
	
	

	109
	PH Meter
	4
	4
	
	

	110
	Timbangan
	2
	2
	
	

	111
	Barang Koleksi Rumah Tangga
	1
	
	
	1

	112


	Bangunan Gedung Kantor Permanen
	6
	6
	
	

	113


	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain
	5
	5
	
	

	114


	Bangunan Gedung Laboratorium Permanen
	1
	1
	
	

	115


	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen
	1
	1
	
	

	116


	Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen
	3
	3
	
	

	117


	Bangunan Gedung Garasi/Pool Lain-lain
	3
	3
	
	

	118
	Gedung Pemotongan Hewan Permanen
	7
	7
	
	

	119


	Bangunan Gedung Pemotongan Hewan Lain-lain
	2
	2
	
	

	120


	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen
	2
	2
	
	

	121
	Rambu Jalan
	1
	1
	
	


Kendaraan dinas operasional yang antara lain yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang dapat menunjang tugas dan pekerjaan adalah sebagai berikut :
1. Mobil Toyota Inova Tahun 2011 sebanyak 1 unit 

2. Isuzu Panther Tahun 2006 sebanyak 1 unit

3. Suzuki Pick Up Tahun 2009 sebanyak 1 Unit

4. Truck Box Dyna (Truk Roda 6 Berpendingin) Tahun 2009 sebanyak 1 Unit

5. Sepeda motor sebanyak 17 unit yang terinci dalam merek dan tahun serta kondisi kendaraan yang berbeda.

Berdasarkan sarana dan prasarana yang dimiliki serta kondisinya maka secara umum dapat dikatakan bahwa untuk sementara waktu dapat membrikan dukungan didalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan, namun untuk kedepan diperlukan pengadaan atau perbaikan sarana prasarana sebagai upaya meningkatkan kinerja. 
2.3. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah

Kinerja Organisasi Perangkat Daerah khususnya pada Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat dilihat dari perkembangan populasi ternak dan produksi perikanan yang terdapat diwilyah kerja, adalah sebagai berikut.

Tabel 4

Kinerja Bidang Peternakan Kabupaten Blitar
[image: image2.emf]
Tabel 5

Kinerja Bidang Perikanan Kabupaten Blitar

[image: image3.emf]
Produksi Perikanan berasal dari perikanan tangkap yang bersumber dari hasil tangkapan di laut maupun di perairan umum daratan (PUD) serta perikanan budidaya yang keduanya memberikan kontribusi besar terhadap produksi perikanan di Kabupaten Blitar. Berikut adalah tabel perbandingan produksi perikanan tangkap dan budidaya di Kabupaten Blitar dari tahun 2011 hingga tahun 2015.
Tabel 6

Data Produksi Peternakan Kabupaten Blitar

[image: image4.emf]
Tabel 7

Data Produksi Perikanan Budidaya Kabupaten Blitar

[image: image5.emf]
Tabel 8
Capaian Kinerja Produksi Peternakan Kabupaten Blitar

[image: image6.emf]
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Tabel 9
Capaian Kinerja Produksi Perikanan Kabupaten Blitar

[image: image9.emf]
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Kinerja 
2.4.1 Tantangan 
Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan baik ditinjau dari institusi Peternakan, Masyarakat Peternak, dan Hewan Ternak dapat diindikasikan tantangan sebagai berikut:

Tantangan Internal:

1. Belum optimalnya pengembangan sumberdaya dan komoditas peternakan.

2. Belum ada model manajemen satu atap (aglomerasi) yang mensinergikan sektor hulu hingga hilir.

3. Belum terciptanya kelembagaan peternak yang mampu memfasilitasi serta menunjang produktifitas sektor hulu hingga hilir.

4. Tingginya resiko usaha peternakan seperti: permodalan, harga, pasar dan penyakit yang bisa mengurangi rangsangan usaha ternak, khususnya peternakan rakyat.

5. Jumlah UPT (Unit Pelaksana Teknis) Peternakan hanya ada di tiga kecamatan

6. Sifat dari komoditi ternak yang sangat rentan terhadap penyakit terutama penyakit menular strategis.

7. Penerapan teknologi yang masih rendah

8. SDM petugas fungsional teknis peternakan yang masih terbatas.

Tantangan Eksternal :

1. Fasilitas pengembangan seperti pengadaan bibit dan inseminasi buatan masih kurang maksimal.

2. Keterbatasan dana pengembangan yang berimbas pada kurangnya sarana dan prasarana penunjang kinerja SKPD Peternakan
3. Bahan pakan ternak sebagian masih impor, serta kelangkaan hijauan pakan ternak pada musim kemarau.

4. Sulitnya pengadaan bibit ternak unggul

5. Rendahnya investasi dibidang pengolahan komoditas hasil ternak

6. Nilai tawar peternak terhadap harga jual produk masih rendah

7. Standarisasi global yang cukup sulit untuk dipenuhi produk peternakan rakyat sebagai pelaku mayoritas usaha peternakan;

8. Rentannya harga produk terhadap faktor produksi dan kondisi sosial.

9. Persaingan dengan daerah luar yang memiliki kesamaan sumberdaya dan sosiokultural masyarakat menimbulkan  terjadinya perebutan pasar.

10. Kebijakan pemerintah pusat yang mengganggap usaha peternakan ayam ras adalah usaha peternakan komersial, padahal di Kab. Blitar usaha peternakan yam ras peternakan 80% adalah peternakan rakyat.
Selain pada sub sector peterrnakan, tantangan/ancaman yang perlu diantisipasi pada sector perikanan antara lain :

a. Minimnya masyarakat Kabupaten Blitar yang berminat pada bidang kelautan dan perikanan, terutama pengolahan hasil perikanan.

b.
Kebanyakan nelayan masih menyerahkan hasil tangkapan ke pelabuhan pendaratan ikan di Malang (PPI Sendang Biru) dan Trenggalek (PPI Prigi).

c.
Penurunan hasil produksi perikanan tangkap karena faktor cuaca buruk (gelombang tinggi dan angin barat daya) dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan migrasi ikan di Samudra Hindia.

d. 
Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi.

e.
Tingkat konsumsi makan ikan di Kabupaten Blitar masih rendah.
f.
Usaha budidaya ikan merupakan usaha sambilan (Luas kolam yang dimiliki sebagian besar antara 0,11- 0,3 Ha)
g.
Minimnya sarana dan prasarana pendukung industrialisasi usaha kelautan dan perikanan, baik perikanan budidaya, perikanan tangkap maupun pengolahan dan pemasarannya.

h.
Aspek politis berupa otonomi daerah dapat memperumit perbatasan wilayah laut antar daerah/kabupaten.

i.
Semakin ketatnya persyaratan ekspor hasil perikanan terkait mutu dan keamanan pangan.

j.
Tingkat persaingan pemasaran produk perikanan di pasar global makin tinggi.

k.
Belum tertatanya system mata rantai niaga ikan terutama SLIN (Sistem Logistik Ikan Nasional).

l.
Masih banyak Pembudidaya ikan yang belum bisa menjangkau / mengakses perbankan (Belum Bankable).

m.
Rendahnya ketrampilan nelayan dalam memanfaatkan tehnologi.

n.
Rendahnya kapasitas PPI Tambakrejo dan beberapa tempat pendaratan ikan lainnya sebagai tempat berlabuh bagi kapal nelayan.

o.
Lemahnya keamanan wilayah pesisir dan laut.

p.
Sebagian besar nelayan masih tergolong miskin (nelayan tradisional).

2.4.2 Peluang

Berdasarkan kondisi terkini yang terjadi pada penyelenggaraan pelayanan pemerintahan di sub sektor peternakan baik ditinjau dari institusi Peternakan, Masyarakat Peternak, dan Hewan Ternak dapat diidentifikasi adanya peluang sebagai berikut:

Peluang Internal

1. Keunggulan sebagai penghasil komoditas telur dengan produksi ± 400 ton perhari dan susu 115 ton perhari.

2. Terdapatnya kawasan yang mempunyai keunggulan komparatif penghasil ternak unggas, ternak besar maupun kecil yang diusahakan oleh peternakan rakyat.

3. Meratanya produktivitas komoditas ternak khususnya unggas, sapi potong dan ternak non unggulan (seperti pada data produksi ternak)

4. Budaya masyarakat (sosiokultural) yang menjadikan peternakan sebagai tradisi mata pencaharian karena telah diwariskan secara turun menurun.

5. Kondisi geografis dan topografis yang mendukung usaha peternakan, khususnya kecukupan pakan hijauan ternak dan iklim untuk sapi perah. Penyerapan tenaga kerja sektor peternakan yang selalu mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir

Peluang Eksternal:

1. Jaringan pemasaran yang telah terbentuk begitu kuat (khususnya  interlinkage seperti kemitraan dan rekanan bisnis)

2. Sudah terbentuknya interlinkage  permodalan antara perbankan dan peternak yang dimediasi oleh Peternakan
3. Peran asosiasi pengusaha ternak dalam menularkan informasi input, output dan pasar

4. Laju konsumsi protein hewani yang terus melonjak di pasar dunia, nasional maupun regional

5. Banyaknya permintaan produk hasil ternak, khususnya industri pengolahan pangan maupun non pangan hasil ternak

6. Kebijakan terhadap pengembangan peternakan nasional, khususnya regulasi yang mendukung pengembangan komoditas ternak unggulan

7. Rangsangan terhadap minat investasi yang semakin besar, khususnya produk makanan berbahan produk ternak

8. Semakin sadarnya masyarakat dan pengusaha ternak akan usaha ternak yang ramah lingkungan, sehingga dapat menurunkan resiko hambatan eksternal usaha bidang peternakan.

Sedangkan Peluang pada sector perikanan yang dapat dimanfaatkan, antara lain :

a.
Tingginya permintaan masyarakat akan hasil ikan, baik ikan konsumsi maupun ikan hias.

b.
Dicanangkannya industrialisasi pengelolaan sumberdaya ikan berkelanjutan berbasis masyarakat oleh Pemerintah Pusat.

c.
Akses pasar yang sangat luas dari sektor perikanan.

d.
Penggalakan industri berbasis sumberdaya alam, khususnya industri berbasis perikanan (fisheries based industries) oleh Pemerintah.

e.
Semakin gencarnya dunia perbankan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan khususnya program kredit.

f.
Potensi lestari sumberdaya ikan yang begitu besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.

g.
Banyaknya industri subsektoral yang dapat dibangun/dikembangkan melalui sector perikan dan kelautan (seperti pengalengan, galangan, kapal, pengolahan perkomoditi dan lain-lain).
h.
Adanya lokasi PPI Tambakrejo dan beberapa tempat pendaratan ikan lainnya.

i.
Adanya Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu).

j.
Ketahanan masyarakat pesisir dalam menghadapi bencana dan cuaca ekstrim.

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi OPD
Berdasarkan evaluasi atas kinerja Peternakan Kabupaten Blitar dapat diidentifikasikan permasalahan sebagai berikut :

	Sasaran
	Permasalahan

	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan
	1. Ketersediaan bibit ternak yang berkualitas ( unggul )

2. Keterbatasan penyediaan pakan serta kualitas bahan pakan ternak yang tidak stabil

3. Ketergantungan bahan pakan/ obat-obatan pada import nergara lain.

4. Ancaman penyakit hewan strategis

5. Peredaran bahan/ residu obat hewan ilegal

6. Keterbatasan Puskeswan serta sarana dan prasarana pencegahan penyakit ternak

7. Belum tertatanya usaha peternakan yang ramah lingkungan

8. Sistem pengelolaan usaha peternakan yang masih bersifat tradisional

9. Tingginya modal usaha peternakan, kurangnya promosi ternak berserta hasilnya serta kurangnya infomasi harga komoditas peternakan berserta hasilnya yang akurat

10. Kurangnya penerapan teknologi sebagai sarana pengolahan produk hasil peternakan menjadi produk yang lebih bernilai

11. Minimnya SDM petugas pelayanan kesehatan serta penyuluh peternakan.

12. Belum optimalnya fungsi Rumah Potong Hewan ( RPH) sebagai tempat pemotongan hewan

13. Minimnya sarana dan prasarana RPH

14. Kurangnya tenaga teknis (Keurmaster) di RPH

15. Minimnya sarana pengawasan produk pangan asal hewan (PAH)

16. Kurangnya SDM dalam pembinaan NKV

17. Kurangnya sarana dan prasarana pengawasan/ monitoring pemotongan hewan qurban

18. Minimnya sarana pengawasan produk Non Pangan Asal Hewam

19. Ketrampilan pengolahan Produk Non Pangan Asal Hewam yang belum optimal.

	Meningkatnya Produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan  perikanan tangkap berkelanjutan
	1. Masih banyak masyarakat pencari ikan di perairan umum yang menggunakan bahan kimia dan stroom, sehingga mengakibatkan pencemaran lingkungan yang bisa menyebabkan kematian pada ikan-ikan kecil (benih)

2. Sumberdaya ikan (perikanan tangkap) belum bisa diambil dan dimanfaatkan secara optimal

3. Belum beroperasinya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di desa tambakrejo, kecamatan Wonotirto sehingga kapal yang berlabuh terbatas (sedikit).

4. Kurangnya permodalan yang dimiliki oleh nelayan, pembudidaya, pengolah dan pemasar hasil perikanan.

5. Pola penangkapan yang dilakukan oleh nelayan masih berorientasi pada penangkapan harian sehingga daerah penangkapan hanya disekitar pantai, belum dapat menjangkau lokasi penangkapan yang lebih jauh.

6. Masih rendahnya konsumsi ikan per kapita per tahun masyarakat Kabupaten Blitar

7. Akses nelayan  terhadap informasi, kebijakan pemerintah dan akses permodalan sektor perbankan masih perlu ditingkatkan.

8. Tingkat kepemilikan tanah usaha perikanan masyarakat rata-rata relatif masih sempit dengan skala usaha masih kecil.

9. Harga pakan pabrik masih relatif mahal, hal ini merupakan kendala besar dalam suatu siklus produksi perikanan, sehingga biaya produksi relatif juga tinggi.

10. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai Benih Ikan (BBI) masih kurang.
11. Masih adanya serangan hama dan penyakit ikan akibat perubahan cuaca dan iklim yang sangat drastis.

12. Penurunan kualitas induk ikan yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan, penurunan ketahanan terhadap penyakit, penurunan ketahanan lingkungan dan abnormalitas yang disebabkan perkawinan sekerabat dan kesalahan dalam seleksi.

13. Akses pembudidaya terhadap informasi, kebijakan pemerintah dan akses permodalan sektor perbankan masih perlu ditingkatkan.


3.2 Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
a. Visi



Visi Bupati dan Wakil Bupati Blitar terpilih periode 2016-2021selanjutnya menjadi visi dan misi pembangunan periode 2016-2021, sebagai berikut:


“Menuju Kabupaten Blitar Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing”
b. Misi


Untuk mewujudkan Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Blitar 2016-2021, diwujudkan dengan misi sebagai berikut :

Misi I 
: Meningkatkan taraf kehidupan masyarakat melalui akselerasi program pengentasan kemiskinan, optimalisasi dan pengembangan programpembangunan dan kemasyarakatan yang tepat sasaran.

Misi II 
:
Memantapkan kehidupan masyarakat berlandaskan nilai-nilaikeagamaan (religius), kearifan lokal dan hukum melalui optimalisasi kehidupan beragama dan kehidupan sosial, serta penerapan peraturan perundang-undangan.
Misi III
: 
Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masyarakat melalui peningkatan mutu bidang pendidikan (termasuk di dalamnya adalah wawasan kebangsaan, budi pekerti, praktek keagamaan) dan kesehatan serta kemudahan akses memperoleh pendidikan dan pelayanan kesehatan yang memadai.

Misi IV
: 
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Misi V : Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan
Misi VI 
: Meningkatkan pembangunan berbasis desa dan kawasan perdesaan melalui optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Blitar tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan berdasarkan tugas dan fungsinya berperan dalam mendorong tercapainya Misi 4 dan Misi 5 Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dan sasaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dari kedua misi tersebut terperinci sebagai berikut :

	Misi RPJMD
	Tujuan RPJMD
	Sasaran

	Misi 4
	Mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

	Misi 5
	Meningkatnya efektifitas dan efisiensi serta akuntabilitas kinerja pemerintah daerah
	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi dan UMKM berbasis pertanian dan pariwisata


Berdasarkan telaah visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 tersebut, maka Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar menekankan program dan kegiatan guna mendukung arah pembangunan kabupaten tersebut sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Strategi, Kebijakan Umum, Misi dan Prioritas Program Pembangunan
Guna mewujudkan visi dan menjalankan misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar 2016 - 2021 dilakukan melalui 31 strategi. Strategi merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Daerah Kabupaten Blitar melakukan upaya untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran selama lima tahun ke depan. Arah kebijakan adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu selama 5 (lima) tahun.
Perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah bertujuan untuk menggambarkan keterkaitan antara bidang urusan pemerintahan daerah dengan rumusan indikator kinerja sasaran yang menjadi acuan penyusunan program pembangunan jangka menengah daerah berdasarkan strategi dan arah kebijakan yang ditetapkan. Melalui kebijakan umum diperoleh program-program yang saling terkait dan rasional dalam mendukung pencapaian indikator dan target sasaran yang ditetapkan. Pemerintah Kabupaten Blitar menetapkan rangkaian program pembangunan sesuai dengan Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan, dan Urusan Penunjang yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar untuk mewujudkan pembangunan di Kabupaten Blitar 2017-2021. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan 6 misi pembangunan daerah Kabupaten Blitar. Adapun program Dinas Peternakan dan Perikanan yang mendukung langsung terhadap pencapaian visi dan misi Bupati Blitar tahun 2016-2021 sejumlah 12 program
Dalam rangka mewujudkan misi kepala daerah tersebut Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar memiliki permasalahan sebagai berikut:

1. Keterbatasan penyediaan bibit unggul
2. Keterbatasan penyediaan bahan pakan yang kontinyu dan berbasis bahan lokal
3. Tingginya resiko usaha peternakan berupa penyakit, modal usaha serta fluktuasi harga produk peternakan yang sangat dinamis.
4. Keterbatasan sarana pengawasan produk hasil peternakan baik dari awal pemotongan ternak sampai konsumen produk peternakan.
5. Keterbatasan sarana dan prasarana Promosi Produk Peternakan
6. Keterbatasan pengolahan produk peternakan
3.3 
Telaahan Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementrian Pertanian, Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, dan Renstra Dinas Peternakan Propinsi Jawa Timur


A. Telaah Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan



a. 
Visi

Salah satu misi pembangunan nasional yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan adalah Mewujudkan Indonesia menjadi Negara Maritim yang Mandiri, Maju, Kuat dan Berbasis Kepentingan Nasional. Sebagai organisasi yang membantu Presdien untuk membidangi urusan kelautan dan perikanan, maka visi Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan selaras dengan visi pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Visi Kementerian Kelautan dan Perikanan adalah “Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut, maka misi yang diemban adalah :
1. 
Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan. 

2. 
Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan. 

3. 
Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera. 

4. 
Mewujudkan bangsa yang berdaya saing. 

5. 
Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasiskan kepentingan nasional. 

Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan oleh peraturan perundang undangan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan dan penjabaran dari misi pembangunan nasional, maka terdapat 3 pilar yang menjadi misi KKP, yakni:

1.
Kedaulatan (Sovereignty), yakni mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaulat, guna menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.

2.
Keberlanjutan (Sustainability), yakni mewujudkan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan.

3.
Kesejahteraan (Prosperity), yakni mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera, maju, mandiri, serta berkepribadian dalam kebudayaan.

c. Arah Kebijakan 
Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014 - 2019 adalah : 

1. 
Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan. 

2. 
Meningkatkan daya saing dan keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan. 

3. 
Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif. 

4. 
Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel

Adapun tujuan, sasaran strategis dan fokus prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai berikut:
	Tujuan
	Sasaran Strategis

	Tujuan 2:

Mengembangkan sistem perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, keamanan hasil perikanan, dan keamanan hayati ikan
	Terselenggaranya Pengendalian dan Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang partisipatif


	Tujuan 4:

Meningkatkan keberlanjutan usaha perikanan tangkap dan budidaya
	Terselenggaranya Tata Kelola Pemanfaatan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan yang Adil, Berdaya Saing dan Berkelanjutan

	Tujuan 6:
Mengembangan kapasitas SDM dan pemberdayaan masyarakat
	1. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat KP
2. Terwujudnya Birokrasi KKP yang Efektif, Efisien, dan Berorientasi pada Layanan Prima

	Tujuan 7:
Mengembangkan inovasi iptek kelautan dan perikanan
	Tersedianya Kebijakan Pembangunan KP yang Efektif



Untuk melaksanakan arah strategi tersebut di atas, kebijakan dan langkah operasional yang akan ditempuh adalah:
a. Memberantas IUU Fishing, Meningkatkan sistem pengawasan SDKP terintegrasi dan Mengembangkan sistem karantina ikan, pembinaan mutu, dan pengendalian keamanan hayati ikan
b. Pemanfaatan Perairan Umum Daratan (PUD), Penebaran benih ikan endemik di PUD Pengaturan budidaya karamba di PUD, Membangun Kemandirian dalam Budidaya Perikanan, Penyediaan induk unggul, benih ikan bermutu dan bibit rumput laut kultur jaringan, termasuk penguatan Balai Benih Lokal dan Unit Perbenihan Rakyat, Pakan mandiri dan obat ikan, Penguatan prasarana dan sarana budidaya dan Pengembangan kawasan budidaya
c. Meningkatkan Mutu, Diversifikasi Dan Akses Pasar Produk Kelautan Dan Perikanan dengan Peningkatan mutu dan keamanan produk perikanan, Standarisasi produk kelautan dan perikanan, Diversifikasi produk kelautan dan perikanan dan Promosi produk kelautan dan perikanan
d. Meningkatkan pemberdayaan, daya saing, dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan dengan cara Penyiapan kelompok masyarakat terhadap akses permodalan usaha, Perluasan akses masyarakat terhadap iptek dan informasi dan Penguatan kelembagaan dan permodalan perempuan dalam usaha kelautan dan perikanan, Pembinaan usaha masyarakat dan Meningkatkan Kompetensi Masyarakat KP Melalui Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan
e. Mengembangkan Inovasi IPTEK Bidang Kelautan Dan Perikanan yang akhirnya dilakukan alih teknologi bidang kelautan dan perikanan
f. Kebijakan Lintas Bidang dengan Pengarusutamaan Gender, Pembangunan Kewilayahan dan Adaptasi perubahan iklim.
B. Telaahan Renstra Kementerian Pertanian

Sasaran Strategis Kementerian Pertanian merupakan indikator kinerja Kementerian Pertanian dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran yang ingin dicapai dalam dalam periode 2015-2019 adalah : 

1. Swasembada padi, jagung dan kedelai serta peningkatan produksi daging dan gula

2. Peningkatan diversifikasi pangan 

3. Peningkatan komoditas bernilai tambah, berdaya saing dalam memenuhi pasar ekspor dan substitusi impor

4. Penyediaan bahan baku bioindustri dan bioenergi 

5. Peningkatan pendapatan keluarga petani

6. Akuntabilitas kinerja aparatur pemerintah yang baik

sasaran utama prioritas nasional bidang pangan pertanian periode 2015-2019 adalah:

1. Tercapainya peningkatan ketersediaan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri (Produksi daging sapi untuk mengamankan konsumsi daging sapi di tingkat rumah tangga).

2.  Terwujudnya peningkatan distribusi dan aksesibilitas pangan yang didukung dengan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah spekulasi, serta didukung peningkatan cadangan beras pemerintah dalam rangka memperkuat stabilitas harga. 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sasaran strategis dan sasaran prioritas Renstra Kementerian Pertanian 2015-2019 Dinas Peternakan telah mentargetkan produksi daging di wilayah Kab. Blitar. Dan dari target Tahun 2011-2016 Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dapat merealisasikan sesuai target. 

Namun pada ketersediaan swasembada padi, jagung dan kedelai di wilayah Kab. Blitar belum mampu memenuhinya. Hal ini ditandai dengan sering terjadinya kelangkaan jagung di wilayah Kab. Blitar. Padahal jagung merupakan unsur utama pada bahan pakan ternak.
C. Telaah Renstra Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur

a. 
Visi

Bertitik tolak dari berbagai kondisi potensi pembangunan Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dan tantangan yang dihadapi, maka dibutuhkan solusi strategis untuk mengatasinya selama 5 (lima) tahun mendatang, untuk itu “VISI“ Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur yang akan diemban adalah ”Jawa Timur penghasil produk perikanan dan kelautan yang berdaya saing dan berkelanjutan”. 
b. Misi 
Untuk mewujudkan visi pembangunan perikanan dan kelautan Jawa Timur 2014 - 2019 tersebut, maka misi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur 2014  - 2019 adalah : 

1. 
Meningkatkan produksi perikanan dan kelautan 

2. 
Meningkatkan mutu dan pemasaran hasil perikanan 

3. 
Meningkatkan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil 

4. 
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik 

c. Strategi dan Kebijakan
Sesuai arah kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam RPJMD Tahun 2014 – 2019 dari 5 (lima) misi yang telah ditetapkan, Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur menindaklanjuti misi ke - 2 (dua) yaitu Meningkatkan pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri, dan berdaya saing, berbasis agrobisnis/ agroindustri, dan industrialisasi dan misi ke – 3 yaitu Meningkatkan pembangunan yang berkelanjutan dan penataan ruang, maka dari itu strategi dan arah kebijakan Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur diimplementasikan sebagai berikut :
A. Strategi 
a. 
Peningkatan SDM Perikanan dan Kelautan 

b. 
Penerapan teknologi perikanan dan kelautan 

c. 
Fasilitasi sarana prasarana budidaya, penangkapan serta pengolahan dan pemasaran hasil perikanan 

B. 
Kebijakan 
a. 
Peningkatan kapasitas masyarakat perikanan dan kelautan 

b. 
Pengembangan Perikanan Budidaya 

c. 
Pengembangan Perikanan Tangkap 

d. 
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan 

e. 
Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat 

f. 
Pengelolaan Kelautan, Pesisir dan Pengawasan 

g. 
Reformasi birokrasi dan pelayanan publik 

Dengan strategi dan arah kebijakan seperti tersebut diatas, maka dampak yang menjadi harapan adalah percepatan pertumbuhan ekonomi (berkualitas dan berkelanjutan) pada sektor perikanan dan kelautan. Dampak yang lain adalah perluasan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan masyarakat perikanan dan kelautan
D. Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Sebagaimana sasaran dalam rencana strategis Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur yang telah ditetapkan adalah sebagai berikut : 
1. Meningkatnya kemampuan petani menghasilkan komoditas sumberdaya lokal berdaya saing tinggi;

2. Ketersediaan pangan hewani di Jawa Timur dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan prduktifitas ternak.

3. Terkendalinya penyakit hewan menular dengan meningkatkan dan mempertahankan status kesehatan hewan;

4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dengan meningkatnya jaminan keamanan pangan hewani yang ASUH;

5. Meningkatnya konsumsi masyarakat terhadap protein yang berasal dari ternak;

6. Terwujudnya Pelayanan Prima pada masyarakat peternakan.

Sasaran Perencanaan strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tentunya dapat mempertimbangkan sasaran Renstra institusi pada tingkat Kementerian dan Provinsi tersebut diatas. 

Dukungan Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar dalam rangka melaksanakan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur adalah: 

1. Penyediaan sumber protein hewani di Kabupaten Blitar dengan meningkatnya kuantitas dan kualitas bibit ternak serta meningkatnya populasi, produksi dan prduktifitas ternak.

2. Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit ternak strategis
3. Peningkatan pengawasan program Pangan Asal Hewan (PAH) menuju ASUH.
3.4 
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

A. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) 

Visi, Misi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Blitar

a. Visi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar diarahkan untuk mewujudkan ruang wilayah yang produktif berkelanjutan, dan berkeadilan bagi masyarakat.
b. Misi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar  adalah :
a. mewujudkan pertumbuhan wilayah yang selaras dengan daya dukung di Kabupaten Blitar disertai pengurangan kesenjangan antar wilayah ;

b. mewujudkan tersedianya SDM berbasis potensi ekonomi wilayah yang didukung oleh berbagai deregulasi bidang ekonomi; dan

c. penyediaan sarana dan prasarana wilayah secara proporsional terhadap perkembangan wilayah.

Sedangkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar adalah terciptanya Kabupaten Blitar sebagai kawasan Agroindustri dan Pariwisata yang berbasis keharmonisan lingkungan serta mampu memantapkan keseimbangan pertumbuhan ekonomi wilayah. Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah seperti yang dimaksud diatas ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah. 

Kebijakan penataan ruang wilayah di Kabupaten Blitar yaitu :

a. pengembangan sistem perkotaan dalam membentuk pusat pertumbuhan ekonomi secara berjenjang;

b. pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan;

c. pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar;

d. pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis  pada kawasan potensial;

e. pengembangan sistem transportasi guna menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan wilayah;

f. pengembangan infrastruktur wilayah pada sentra-sentra produksi, pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan pusat pelayanan secara seimbang dan terpadu;

g. pemantapan kawasan lindung dalam menjaga keberlanjutan pembangunan;

h. peningkatan pengelolaan kawasan lindung dalam memitigasi kemungkinan terjadinya bencana ;

i. pengembangan sentra produksi tanaman pertanian pangan, hortikultura, peternakan, dan perikanan pada masing-masing wilayah kecamatan sesuai dengan jenis tanaman yang cocok dan produksi yang dominan;

j. pengembangan kawasan pariwisata sebagai penunjang pengembangan agroindustri di kabupaten; 

k. peningkatan kualitas kawasan permukiman perdesaan dan perkotaan;

l. pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
m. pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah; dan

n. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara.

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar mencakup perencanaan seluruh wilayah administrasi Kabupaten Blitar, yang meliputi Luas wilayah Kabupaten Blitar mencapai 1.588,79 Km2 yang habis terbagi menjadi 22 kecamatan, 248 desa/kelurahan, tepatnya 28 kelurahan dan 220 desa daratan. Garis pantai sepanjang 45 km, ruang di dalam bumi serta wilayah udara, dengan batas-batas sebagai berikut: 
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kediri dan Kabupaten Malang

b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Malang

c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia 

d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Tulungagung

Dari sisi penataan ruang dan KLHS, sesuai Rencana Tata Ruang dan Wilayah Kabupaten Blitar, perlu diperhatikan dinamika internal dan eksternal spatial daerah yang menjadi perhatian dalam pengembangan aktivitas ekonomi terutama sektor kelautan dan perikanan. Salah satu strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Blitar dalam pengembangan sektor kelautan dan Perikanan adalah :

1. Strategi  Pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan perdesaan dengan mengembangkan kawasan penghasil perikanan di Blitar Selatan untuk perikanan tangkap

2. Strategi  Pengembangan sistem agroindustri pada kawasan yang potensial di Kabupaten Blitar

3. Strategi Pengembangan dan peningkatan produk-produk unggulan dalam menunjang perwujudan pengembangan kawasan agribisnis  pada kawasan potensial yang meliputi

4. Strategi untuk Pengembangan kawasan agroindustri di Kabupaten Blitar sesuai dengan potensi ungulan yaitu salah satunya dengan Mengembangkan kawasan perikanan untuk mendorong kawasan agroindustri, meliputi :

a. Mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok yang dalam perjalanannya telah berkembang di Kecamatan Sanankulon dan Gandusari

b. mengembangkan budidaya ikan hias dengan perbaikan pangsa pasar pada jaringan yang lebih luas;

c. mengembangkan budidaya perikanan tambak/air tawar sebagai salah satu sektor perekonomian yang mulai berkembang;

d. meningkatkan kuantitas hasil tangkapan melalui pemanfaatan teknologi penangkapan yang lebih modern;

e. memperluas pangsa pasar, dengan memanfaatkan teknologi informasi serta promosi yang gencar oleh aparat pemerintah maupun masyarakat secara umum;

f. meningkatkan kualitas hasil tangkapan dengan sistem pengemasan yang lebih baik; dan

g. mengoptimalkan fungsi koperasi nelayan sebagai tulang punggung pemenuhan kebutuhan nelayan

5. Pengembangan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil dilaksanakan dengan strategi :

a. mengembangkan sumberdaya perikanan dan kelautan serta pariwisata yang lestari dan berkelanjutan;
b. menjaga dan melestarikan pulau-pulau kecil, pesisir pantai dari kerusakan lingkungan; dan

c. mengembangkan sarana dan prasarana sektor perikanan.
6. Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah dilakukan melalui strategi : 

a. mengembangkan Kawasan Minapolitan di Kecamatan Nglegok

b. mengembangkan kegiatan pendukung kawasan pantai sekitar pantai selatan di Kabupaten Blitar (Pantai Jolosutro Kecamatan Wates, Pantai Serang Kecamatan Panggungrejo dan Pantai Tambakrejo Kecamatan Wonotirto) untuk kegiatan perikanan dan pariwisata

Pengembangan perikanan tangkap meliputi: 

a.
Pengembangan peruntukan perikanan tangkap meliputi Kecamatan Wonotirto, Panggungrejo; Bakung; Wates, Binangun, Kesamben, Selorejo, Selopuro, Talun, Sutojayan, Kanigoro, Kademangan, Sanankulon, Srengat, Gandusari, Wlingi, Doko, Garum, Ponggok dan Udanawu

b. 
Pengembangan Pangkalan Pendaratan Ikan dan Tempat Pelelangan Ikan di Kecamatan Wonotirto;

Pengembangan perikanan budidaya air payau yaitu: 

a. 
Komoditas perikanan air payau, meliputi Kecamatan Panggungrejo, Wates dan Bakung

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar dibagi berdasarkan: 

a. 
komoditas ikan konsumsi; dan 

b. 
komoditas ikan hias. 

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar untuk budidaya komoditas ikan konsumsi dikembangkan di Kecamatan Sutojayan, Gandusari, Sanankulon, Wonodadi, Selopuro, Talun, Udanawu, Wlingi, Kanigoro dan Garum

Pengembangan kawasan perikanan budidaya air tawar untuk budidaya komoditas ikan hias dikembangkan di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Nglegok, Gandusari, Udanawu, Sanankulon, Garum, Wlingi, Talun, Selopuro, Kanigoro, Sutojayan, Kademangan dan Ponggok

Pengolahan hasil kelautan dan perikanan dikembangkan diwilayah Kecamatan Talun, Tambakrejo, Wonotirto, Wonodadi, Garum, Wlingi dan Selopuro, sedangkan untuk pemasar produk kelautan dan perikanan tersebar diseluruh wilayah kabupten blitar.

Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perikanan meliputi : 

a.
Pengembangan perikanan tangkap dan perikanan budidaya; 

c. 
Penjagaan kelestarian sumber daya air terhadap pencemaran; 

d.
Pengendalian pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir melalui penetapan rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil; 

e. 
Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan; 

f. 
Peningkatan nilai ekonomi perikanan dengan meningkatkan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan

g. 
Pengembangan kelembagaan kelompok pelaku usaha perikanan ke arah kelembagaan ekonomi/koperasi; 
h. 
Pengembangan teknologi dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas produksi budidaya ikan; dan 

i.  Pengembangan kawasan budidaya dengan mempertimbangkan aspek lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Kebijakan penataan wilayah peternakan termuat dalam kebijakan pengembangan kawasan perdesaan sesuai potensi yang dimiliki setiap wilayah di Kabupaten Blitar yang dihubungkan dengan pusat kegiatan pada setiap kawasan pedesaan dengan strategi pengembangan wilayah meliputi;

1. Pembangunan kawasan peternakan berskala besar pada setiap kawasan industri peternakan di wilayah Kabupaten Blitar

2. Peningkatan pertanian berbasis agribisnis di wilayah Blitar bagian utara yang berada di jalur strategis disertai pengolahan dan perluasan jaringan pemasaran

3. Pengembangan sistem informasi dan teknologi untuk menunjang kegiatan peternakan di Kabupaten Blitar

Pengembangan kawasan peternakan untuk mendorong kawasan industri, meliputi :

1. Mengembangkan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industry peternakan ayam ras petelur sebagai salah satu sector perekonomian yang berkembang di Kecamatan Kademangan.

2. Mengembangkan industri pengelolaan pakan ternak untuk mendukung adanya pengembangan kawasan peternakan berskala besar atau kawasan industri peternakan di Kabupaten Blitar.

3. Mengembangkan dan mengelola hasil peternakan dengan industri

4. Mendorong investor menanamkan modalnya di sektor ini yang didukung lembaga penjamin finansial

5. Mengembangkan konsep cluster sentra produksi peternakan (terutanma terkait dengan industri pakan ternak dan pemanfaatan kotoran ternak).

6. Memperkuat cluster sentra produksi peternakan terutama koordinasi antar instansi

7. Mengorganisir peternak agar dapat bersaing dengan pasar global

8. Mengembangkan bahan baku pakan ternak dari sumber local dengan dukungan dari pihak pemerintah

9. Mengembangkan kawasan peternakan yang ramah lingkungan

10. Menyediakan infrastruktur pendukung pengembangan peternakan

11. Menggalakan kerjasama antara pemerintah, masyarakat dan swasta untuk pengembangan kawasan peternakan

Pengembangan kawasan strategis dalam mendorong pengembangan wilayah peternakan dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut

1) mengembangkan Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan di Kecamatan Kademangan, dengan strategi pengembangan sebagai berikut:

· Mendorong investor menanamkan modalnya di Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan;

· Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dibangun dengan menonjolkan nilai-nilai plus yang merupakan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya;

· Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dikembangkan dengan konsep cluster industri, yang diperkuat dengan koordinasi antar instansi; 

· meningkatkan efisiensi produksi Kawasan Peternakan Berskala Besar atau Kawasan Industri Peternakan dengan menerapkan peternakan terpadu (ecofarming);

· Mendorong sentra produksi peternakan untuk mengembangkan industri pakan ternak sendiri; dan

· Mendorong sentra produksi peternakan untuk melakukan diversifikasi produk berbasis telur unggas.

3.5
Isu-Isu Strategis


Pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar tentunya sangat dipengaruhi oleh dinamika perekonomian propinsi, dan nasional. Berdasarkan kondisi tersebut, seperti yang telah digambarkan sebelumnya terdapat beberapa faktor, eksternal dan internal maupun faktor penghambat dan pendorong yang akan sangat mempengaruhi status pembangunan perekonomian di Kabupaten Blitar sampai dengan tahun 2016. Pembangunan perekonomian tidak hanya mengandalkan dan mengeksploitasi berbagai wilayah dan sektor unggulan saja, melainkan harus diperhatikan keberlangsungan (sustainability) dari wilayah dan sektor unggulan tersebut. Di sisi lain, hasil-hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat, sehingga pembangunan harus melibatkan sisi sosial di dalam pencapaian targetnya. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan untuk mencapai tujuan pembangunan. Berbeda dengan pendekatan regional, pendekatan ini lebih menitikberatkan pada daerah mana yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Permasalahan yang sering dihadapi pada pembangunan sektoral adalah sektor mana yang akan dijadikan unggulan di suatu wilayah, sehingga hal tersebut dapat menyebabkan terjadinya ketimpangan antar wilayah terhadap sektor-sektor tersebut terutama dalam hal penyebaran investasi. Upaya yang dapat ditempuh untuk mengurangi ketimpangan di dalam perencanaan adalah dengan mengetahui berbagai peran sektoral di dalam pembangunan. 



Peran dari berbagai sektor inilah selanjutnya dibutuhkan untuk melihat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Oleh karena itu, berdasarkan data dan informasi yang telah diuraikan, dari kajian Renstra Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar, RTRW, dan KLHS, maka dapat disusun berbagai isu strategis bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar. Beberapa isu strategis yang dapat dihimpun bagi pembangunan peternakan di Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut:
1. Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kab. Blitar

2. Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) yang menjadi tantangan tersendiri dalam upaya preventif maupun kuratifnya

3. Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat serta bahan pangan asal hewan yang ASUH

4. Bahan pakan ternak masih import sehingga menyebabkan tingginya biaya produksi

5. Fluktuasi harga produk peternakan (Telur, daging )

6. Keterbatasan bahan baku pakan ternak (jagung) dan ketergantungan impor (bungkil kedelai)

7. Isu peternakan "ramah lingkungan" menjadi tantangan tersendiri bagi upaya pengolahan dan pemanfaatan limbah peternakan (sebagai sumber energi terbarukan (biogas) maupun bahan baku pupuk organik.

8. Pentingnya pengembangan SDM peternakan dalam rangka menghadapi MEA

9. Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan
10. Belum beroperasinya Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) 
11. Penurunan hasil produksi perikanan tangkap karena faktor cuaca buruk (gelombang tinggi dan angin barat daya) dan anomali iklim yang tidak menentu menyebabkan migrasi ikan di Samudra Hindia.

12. Harga pakan ikan pabrikan (dalam kemasan pabrik) masih tinggi.

13. Masih banyak Pembudidaya ikan yang belum bisa menjangkau / mengakses perbankan (Belum Bankable).

14. Rendahnya ketrampilan nelayan dalam memanfaatkan tehnologi.

15. Rendahnya pendapatan nelayan/pembudidaya ikan
16. Sarana dan prasarana penangkapan dan budidaya belum memadai
17. Adanya kawasan budidaya minapolitan

18. Adanya ancaman hama penyakit, bencana alam dan pelanggaran hukum kelautan dan perikanan.
19. Terjadinya penurunan daya dukung lingkungan perairan
20. Semakin gencarnya dunia perbankan dalam pembangunan sektor perikanan dan kelautan khususnya program kredit.
21. Potensi lestari sumberdaya ikan yang begitu besar dan belum dimanfaatkan secara optimal.
22. Adanya Pos Keamanan Laut Terpadu (Poskamladu).

4.1. Tujuan dan Sasaran Dinas Peternakan dan Perikanan
Berdasarkan telaah arah pembangunan Kabupaten Blitar sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Blitar 2016-2021 maka ditetapkan tujuan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kemudian berdasarkan tujuan pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tersebut maka disusun sasaran strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar sebagai berikut :

Tabel 11. Tujuan, Sasaran dan Indikator Sasaran

	Tujuan
	Sasaran
	Indikator Sasaran

	T.1
	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan
	S.1
	Meningkatnya kualitas pelayanan aparatur
	S.1.1
	Persentase pegawai puas terhadap pelayanan aparatur

	
	
	S.2
	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan
	S.2.1
	Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap

	
	
	
	
	S.2.2
	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya

	
	
	S.3
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan
	S.3.1
	Prosentase peningkatan populasi ternak

	
	
	
	
	S.3.2
	Prosentase produk peternakan yang layak edar


4.2
Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar


Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Strategi disusun berdasarkan isu strategis dan sektoral Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar. Kemudian dilakukan analisis SWOT yang terdiri dari Strength (Kekuatan) dan Weakness (Kelemahan) merupakan factor internal SKPD, sedangkan Opportunity (O) dan Threat (T) merupakan faktor eksternal atau faktor yang memengaruhi SKPD dari luar sebagai berikut. 

	Kekuatan (Strenght):

1) Potensi Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan yang cukup besar
2) Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan
3) Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten
4) Lingkungan Sumberdaya Ikan yang relatif belum tercemar 
5) Adanya kredit program dari pemerintah
6) Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kab. Blitar
7) Meningkatnya penanganan kasus penyakit Menukar Strategis ( PHMS )
8) Dukungan anggaran Pemerintah Daerah Kab. Blitar yang konsisten
9) Dukungan lingkungan kerja yang kondusif
10) Adanya komitmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana
11) Kerjasama antar pegawai mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

	Kelemahan (Weakness):

1) Keterbatasan aparatur dalam jumlah maupun kualifikasi.
2) Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas 

3) Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang
4) Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu
5) Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

6) Fluktuasi Harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan

7) Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang berkualitas

8) Kurangnya jumlah dan kualitas SDM 

9) Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran



	Peluang (Opportunity):

1) Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan 
2) Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat
3) Tingginya potensi pasar nasional dan internasional
4) Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar
5) Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak
6) Kesadaran masyarakat peternakan akan pencegahan penyakit ternak
7) Penguatan kelembagaan usaha peternakan yang semakin meningkat

	Ancaman (Threat): 

1) Pelanggaran Peraturan Kelautan dan Perikanan

2) Maraknya Ilegal Fishing
3) Kualitas Sarana dan Prasarana Budidaya dan Tangkap yang kurang memadai 
4) Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan
5) Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan
6) Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dengan produknya yang ASUH

7) Adanya investor Asing yang masuk ke Indonesia ( MEA )




Berdasarkan klasifikasi isu strategis tersebut kemudian disusun strategi pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar selama lima tahun kedepan dalam matrik SWOT sebagai berikut.
4.2 Analisis SWOT Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar
	Analisis SWOT Isu-Isu Strategis
	Strength (S)
	Weakness (W)

	
	Potensi Sumberdaya  Kelautan dan Perikanan yang cukup besar

	Keterbatasan aparatur dalam jumlah maupun kualifikasi

	
	Adanya regulasi tentang pengembangan kawasan budidaya dan akses permodalan pelaku usaha perikanan
	Ketersediaan sarana prasarana penunjang kinerja internal kelembagaan yang terbatas 



	
	Dukungan anggaran Pemerintah Kabupaten Blitar yang konsisten
	Lemahnya koordinasi dan komunikasi lintas bidang

	
	Lingkungan Sumberdaya Ikan yang relatif belum tercemar 

	Pengembangan perikanan belum optimal dan terpadu

	
	Tingginya potensi usaha peternakan di wilayah Kab. Blitar
	Masih adanya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)

	
	Meningkatnya penanganan kasus Penyakit Menular Hewan Strategis ( PHMS )
	Fluktuasi Harga produk peternakan dan sarana prasarana peternakan

	
	Dukungan Anggaran Pemerintah Daerah yang konsisten 
	Keterbatasan jumlah pakan dan bibit yang berkualitas

	
	Dukungan lingkungan kerja yang kondusif
	Kurangnya jumlah dan kualitas SDM 

	
	Adanya komintmen kerja yang konsisten antara pimpinan dan pelaksana
	Kurangnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana perkantoran

	
	Kerjasama antar pegawai mendukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
	Menciptakan efektitifitas organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran serta sarana dan prasarana secara kualitas maupun kuantitas

	Opportunity (O)
	Adanya perkembangan teknologi budidaya dan penangkapan ikan
	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya

	1. Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan admnistrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur

2. 
Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja

	
	Adanya program kegiatan kelautan dan perikanan pusat
	
	

	
	Tingginya potensi pasar nasional dan internasional
	
	

	
	Jumlah pembudidaya dan nelayan yang cukup besar
	
	

	
	Kekompakan SKPD terkait dalam pemenuhan bahan pakan ternak
	Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak

 
	Intensifikasi penanggulangan penyakit ternak

	
	
	
	

	Threat (T)
	Pelanggaran Peraturan Kelautan dan Perikanan dalam penangkapan Ikan
	Mengembangkan upaya perikanan tangkap untuk mengoptimalkan produktivitas

 

	Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya

 

	
	Kualitas Sarana dan Prasarana Budidaya dan Tangkap yang kurang memadai 
	
	

	
	Rendahnya kualitas SDM dan Kelembagaan Pelaku Usaha Perikanan
	
	

	
	Penurunan kualitas lingkungan kelautan dan perikanan
	
	

	
	
	
	

	
	Tuntutan pasar akan ketersediaan ternak yang sehat dan produknya yang ASUH
	
	Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal

 

	
	Adanya investor Asing yang masuk ke Indonesia ( MEA )
	
	


Berdasarkan hasil analisis SWOT tersebut dapat dihasilkan tujuh (7) Strategi (St.) Dinas Peternakan dan Perikanan Kabipaten Blitar antara lain;

1) Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
2) Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja 

3) Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak

4) Intensifikasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

5) Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal 

6) Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha dan kelembagaan perikanan budidaya

7) Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap
Merujuk pada strategi yang telah dirumuskan, maka ditetapkan beberapa kebijakan teknis untuk mendukung implementasi strategi tersebut. Kebijakan disusun menggunakan analisis Balanced Score Card (BSC) yaitu menggunakan analisis empat perspektif meliputi perspektif masyarakat, perspektif bisnis process, perspektif kelembagaan, dan perspektif keuangan. Kebijakan untuk lima tahun kedepan adalah sebagai berikut.
	Strategi 1: 

Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur

	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1:

Masyarakat
	
	

	2
	Perspektif 2:
Proses Internal
	Menjamin terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur

	3
	Perspektif 3:
Kelembagaan
	
	

	4
	Perspektif 4: Keuangan
	-
	-


	Strategi 2:

Mengoptimalkan sistem perencanaan, pelaporan dan peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur untuk mewujudkan profesionalisme dan akuntabilitas kinerja

	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1: Masyarakat
	-
	-

	2
	Perspektif 2: Proses Internal
	Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan
	Program Perencanaan, penganggaran, pengendalian dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

	3
	Perspektif 3: Kelembagaan
	Penguatan kapasitas aparatur dalam penyelenggaraan kerja keorganisasian 
	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

	4
	Perspektif 4: Keuangan
	-
	-


	Strategi 3:

Peningkatan kualitas mutu bibit dan pakan ternak

	No
	Prespektif 
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Prespektif 1 :

Masyarakat
	Mendorong optimalisasi ketersediaan produk hasil peternakan


	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

	2
	Prespektif 2:

Proses internal
	
	

	3
	Prespektif 3:

Kelembagaan
	
	

	4
	Prespektif 4:

Keuangann
	
	


	Strategi 4:

Intensifikasi pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak

	No
	Prespektif 
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Prespektif 1 :

Masyarakat
	Menjamin kondisi ternak bebas penyakit


	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak

	2
	Prespektif 2:

Proses internal
	
	

	3
	Prespektif 3:

Kelembagaan
	
	

	4
	Prespektif 4:

Keuangann
	
	


	Strategi 5:

Pengembangan produk hasil peternakan dan penguatan modal

	No
	Prespektif 
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Prespektif 1 :

Masyarakat
	Menjamin kualitas produk pangan asal hewan layak konsumsi dan produk non pangan asal hewan layak pakai
	Program pengawasan mutu / kualitas produk peternakan

	2
	Prespektif 2:

Proses internal
	
	

	3
	Prespektif 3:

Kelembagaan
	Menjamin adanya peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan SDM peternak
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial

	
	
	
	

	4
	Prespektif 4:

Keuangan
	Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan


	Strategi 6: 

Mendorong peningkatan produksi melalui pengembangan dan pemberdayaan usaha dan kelembagaan perikanan budidaya

	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1: Masyarakat
	Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
	Pengembangan Perikanan Budidaya-

	2
	Perspektif 2: Proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif 3: Kelembagaan
	
	

	4
	Perspektif 4: Keuangan
	-
	-


	Strategi 7: 

Meningkatkan produksi perikanan tangkap melalui pengembangan perikanan tangkap

	No
	Perspektif
	Kebijakan Umum
	Program

	1
	Perspektif 1: Masyarakat
	Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas
	Pengembangan Perikanan Tangkap

	2
	Perspektif 2: Proses Internal
	-
	-

	3
	Perspektif 3: Kelembagaan
	
	


Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Peternakan dan Perikanan Kab. Blitar beserta indicator kinerjanya disajikan dalam table berikut :
Tabel 4.1.

	Sasaran RPJMD Kab. Blitar
	Tujuan OPD
	Sasaran OPD
	Indikator Sasaran OPD
	Target Indikator Sasaran OPD

	
	
	
	
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021

	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan
	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD
	Indeks kepuasan aparatur
	NA
	BAIK
	BAIK
	BAIK
	BAIK
	BAIK

	
	
	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan
	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
	 -60,2 %
	30%
	10%
	10%
	10%
	10%

	
	
	
	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya
	 13,65 %
	3.8%
	6%
	6%
	6%
	6%

	
	
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan
	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak
	1,8% 
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	
	
	Prosentase produk peternakan yang layak edar
	NA
	 NA
	95%
	96%
	97%
	98%


Merujuk pada strategi tersebut maka disusun kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan  Kabupaten Blitar adalah  sebagai berikut. 

1) Menjamin terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur 
2) Mendorong optimalisasi pemanfaatan sistem perencanaan dan pelaporan 
3) Menjamin kualitas produk Pangan Asal Hewan ( PAH ) layak konsumsi  dan Non Pangan Asal Hewan ( Non- PAH ) yang layak pakai
4) Menjamin adanya peningkatan kapasitas manajemen kelembagaan dan SDM peternak
5) Mendorong peningkatan minat masyarakat untuk beternak
6) Meningkatkan produktivitas perikanan budidaya melalui ekstensifikasi dan intensifikasi
7) Mengoptimalkan intensifikasi perikanan tangkap untuk meningkatkan produktivitas

Matrik Linieritas Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dapat digambarkan pada table berikut :
Tabel 4. 2

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

	VISI : Menuju Kabupaten Lebih Sejahtera, Maju dan Berdaya Saing

	MISI Ke IV :    Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi, serta pelayanan publik berbasis teknologi informasi
MISI Ke V :  Meningkatkan keberdayaan masyarakat dan usaha ekonomi masyarakat yang  memiliki daya saing melalui peningkatan ketrampilan dan keahlian, pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis Koperasi dan UMKM, ekonomi kreatif, jiwa kewirausahaan, potensi lokal daerah dan penguatan sektor pariwisata serta pemanfaatan sumber daya alam dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup

	Sasaran RPJMD Kab. Blitar
	Tujuan OPD
	Sasaran OPD
	Strategi
	Kebijakan
	Program

	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
	Meningkatkan ekonomi masyarakat peternakan dan perikanan
	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD
	Meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan organisasi melalui pemenuhan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur aparatur
	Menjamin terpenuhinya layanan administrasi perkantoran dan sarana prasarana aparatur
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

	
	
	
	
	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
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Matrik linieritas tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi dan kebijakan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tersebut bertujuan untuk menunjukan keterkaitan masing-masing komponen. Linieritas tersebut kemudian diturunkan pada sasaran, indikator sasaran, program, indikator program, dan indikator kegiatan. Hal terebut bertujuan untuk melihat hirarki kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar termasuk dalam struktur jabatan (eselon), sehingga dapat diketahui tanggungjawab masing-masing eselon. Penjabaran tersebut memberikan kemudahan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam menyusun perjanjian kinerja, dan komponen lainnya dalam kerangka Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kerangka keterkaitan tersebut disajikan dalam pohon kinerja sebagai berikut.
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TABEL 5.1

PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2016

	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KAB. BLITAR
	 

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase Kecukupan Pelayanan Adminstrasi Perkantoran
	100%
	436,861,261

	 
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
	Jumlah bulan layanan Penyediaan dan Peningkatan Admnistrasi Perkantoran
	12 bulan
	436,861,261

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana  Aparatur
	Persentase tercukupinya sapras aparatur yang layak fungsi
	100%
	232,817,652

	 
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah Bulan Layanan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	12 bln
	232,817,652

	3
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Persentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
	100%
	71,903,950

	 
	Pendataan statistik tangkap dan perikanan dan monitoring evaluasi
	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan yang mutakhir dan laporan monev 
	1 dokumen, 10 laporan
	58,145,000

	 
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang dibuat tepat waktu
	4 laporan
	13,758,950

	4
	Pengembangan Perikanan Budidaya
	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Konsumsi
	18,5%
	2,558,274,290

	 
	 
	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Non Konsumsi (ekor)
	19,5%
	 

	 
	Pembangunan Balai Benih Ikan (DAK dan Pendamping DAK)
	Jumlah sarana dan prasarana BBI yang diadakan
	1
	99,655,000

	 
	Pendamping Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
	Jumlah bidang tanah pembudidaya yang proses administrasi kegiatan pra sertifikasinya dapat terbantu
	50 bidang
	23,410,000

	 
	Pengadaan Sarana Perbenihan Untuk Bailai Benih Ikan ( SILPA DAK 2014 )
	Jumlah sarana BBI yang tersedia 
	1 paket
	285,612,000

	 
	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP)
	Jumlah rumah tangga miskin yang dibantu
	5 rtm
	14,835,000

	 
	Pemantauan dan pencegahan perkembangan hama dan penyakit ikan
	 Jumlah pelayanan pemantauan dan pencegahan kesehatan ikan dan lingkungan
	90 pelayanan
	114,224,290

	 
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Unit Pelayanan Pengembangan (UPP) ( DAK dan Pendamping DAK )
	Jumlah sarana dan prasarana perkantoran UPP yang diadakan
	1 paket
	465,118,000

	 
	Optimalisasi Balai Benih Ikan   ( BBI )
	Jumlah BBI yang mampu operasional
	1 BBI
	84,531,000

	 
	Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya di Kawasan Minapolitan (DAK dan Pendamping DAK)
	Jumlah sarana dan prasarana budidaya yang terbangun, tersedia, terpelihara dan terehab 
	1 paket
	1,470,889,000

	5
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Prosentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
	- 1.702 Ton
	35,660,000

	 
	Pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap yang diadakan
	9 paket
	35,660,000

	6
	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
	Persentase Peningkatan Masyarakat Pesisir Yang Mempunyai Usaha Tambahan
	33%
	27,650,000

	 
	Diversifikasi Usaha Masyarakat Pesisir
	Jumlah masyarakat pesisir yang mempunyai usaha tambahan
	 120 orang 
	27,650,000

	7
	Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan
	Prosentase Peningkatan Volume Produk Olahan (%)
	5,40%
	315,256,023

	 
	 
	Prosentase Peningkatan Nilai Peredaran Ikan Non Konsumsi (%)
	4,26%
	 

	 
	 
	Prosentase Peningkatan Konsumsi Ikan Masyarakat (%)
	2,16%
	 

	 
	Sosialisasi Gemar ikan
	Jumlah peserta sosialisasi Gemar Ikan
	200 orang
	69,489,578

	 
	Fasilitasi pameran produk kelautan perikanan dan kontes ikan hias
	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi kegiatan pameran dan kontes
	105 orang
	219,907,345

	 
	Optimalisasi Sub Raiser Ikan Hias
	Jumlah bulan operasional sub raiser
	12 bulan
	25,859,100

	 
	Pengadaan Sarana dan prasarana pemasaran produk non konsumsi (SILPA DAK)
	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran produk non konsumsi yang diadakan
	0
	0

	 
	Pengadaan sarana dan prasarana pemasaran produk konsumsi dan olahan (SILPA DAK)
	Jumlah sarana dan prasarana pemasaran produk konsumsi dan olahan yang diadakan
	0
	0

	8
	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
	Peningkatan Jumlah Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan yang terbina
	70 orang
	89,241,200

	 
	Fasilitasi peningkatan mutu SDM dan kelembagaan kelautan dan perikanan
	Jumlah pelaku usaha perikanan yang mengikuti pembinaan, pelatihan, temu bisnis, bimtek, sosialisasi dan lomba Pokdakan
	200 orang
	89,241,200

	JUMLAH ANGGARAN DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
	3,642,763,176


TABEL 5.2
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2017
	No
	PROGRAM/KEGIATAN
	INDIKATOR
	KONDISI AWAL (2016)
	TAHUN 2017

	
	
	
	
	TARGET
	PAGU

	1
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Persentase kecukupan layanan administrasi perkantoran
	NA
	100%
	906,062,060.00

	 
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
	Jumlah pemenuhan jenis pelayanan administrasi perkantoran
	 
	12 bulan
	906,062,060.00

	2
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Persentase tercukupinya sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
	93%
	94%
	751,929,840.00

	 
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah bulan layanan peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	 
	94%
	751,929,840.00

	3
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase aparatur yang mengikuti diklat/bimtek/sosialisasi
	0%
	100%
	140,250,000.00

	 
	Pendidikan dan pelatihan formal
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
	 
	5 orang
	58,300,000.00

	 
	Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur
	Jumlah aparaturyang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
	 
	120 0rang
	81,950,000.00

	4
	Program perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
	Persentase jumlah dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang tepat waktu
	85%
	100%
	255,174,000.00

	 
	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun
	 
	7 dokumen
	67,794,000.00

	 
	Pendataan statistik kelautan, perikanan, usper dan monitoring evaluasi
	Jumlah dokumen data statistik kelautan dan perikanan yang mutakhir dan laporan monev
	 
	1 dokumen, 15 laporan
	79,405,000.00

	 
	Penyusunan Perda Bidang Peternakan dan Perikanan
	Jumlah dokumen perencanaan dan pelaporan yang tersusun
	 
	1 dokumen
	107,975,000.00

	5
	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak
	Peningkatan pelayanan dan pencegahan kesehatan hewan
	1%
	2%
	343,973,250.00

	 
	Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak
	Jumlah ternak yang terlayani pencegahan kesehatan hewan
	 
	800 ekor
	109,760,500.00

	 
	Pembinaan medik/paramedik veteriner
	Jumlah petugas medik dan paramedik veteriner yang terbina
	 
	30 orang
	40,155,000.00

	 
	Sosialisasi, monitoring, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan
	Jumlah Poultryshop/Petshop/Peternak yang termonitor
	 
	96 PS/Peternak
	65,003,750.00

	 
	Fasilitasi Puskeswan
	Jumlah Puskeswan yang terfasilitasi
	 
	4 Puskeswan
	53,699,000.00

	 
	Pelaksanaan dan monitoring penanganan penyakit ternak
	Jumlah ternak sakit yang tertangani 
	 
	17.000 ekor
	49,100,000.00

	 
	Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas ternak
	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
	 
	100 rekomendasi
	26,255,000.00

	6
	Program pengembangan perikanan tangkap
	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap
	- 1.340,85 Ton
	265,68 Ton
	1,536,925,000.00

	 
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan  Tempat Pelelangan Ikan
	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya
	 
	1 TPI
	33,865,000.00

	 
	Kegiatan Pendaftaran Kapal Perikanan
	Jumlah Kapal Perikanan Yang Terdaftar
	 
	230 kapal
	19,525,000.00

	 
	Kegiatan Penerapan Teknologi Penangkapan Ikan
	Jumlah Nelayan yang mengikuti pelatihan teknologi penangkapan ikan
	 
	50 orang
	138,650,000.00

	 
	Kegiatan Penyediaan Armada dan Peralatan Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil
	Bertambahnya Armada Penangkapan Ikan untuk Nelayan Kecil
	 
	16 unit
	933,760,000.00

	 
	Kegiatan Diversifikasi Keluarga Nelayan
	Jumlah  Keluarga Nelayan yang mempunyai usaha tambahan
	 
	120 Keluarga Nelayan
	138,425,000.00

	 
	Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan usaha Nelayan
	Jumlah kelompok yang terbina dan terfasilitasi permodalan usahanya
	 
	50 kelompok
	272,700,000.00

	7
	Program peningkatan produksi hasil peternakan
	Prosentase peningkatan produksi daging, telur, susu
	2,06%
	2,16%
	696,195,500.00

	 
	Monitoring dan pembinaan kelompok ternak penerima bantuan pemerintah
	Jumlah kelompok/peternak yang terbina
	 
	250 peternak
	45,905,000.00

	 
	Verifikasi kelompok calon lokasi/penerima bantuan ternak pemerintah dan sarana pendukung
	Jumlah kelompok/peternak yang terverifikasi
	 
	50 kelompok/ peternak
	16,600,000.00

	 
	Penyusunan data potensi  peternakan
	Jumlah dokumen yang tersusun
	 
	1 dokumen
	122,560,000.00

	 
	Pembinaan, Pengembangan dan sosialisasi mutu pakan ternak
	Jumlah Peternak yang terbina
	 
	380 peternak
	135,000,000.00

	 
	Pemeriksaan kebuntingan sapi produktif
	Jumlah akseptor IB yang terpantau status reproduksinya
	 
	800 ekor
	40,605,000.00

	 
	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna dan pengawasan mutu pakan
	Jumlah sampel pakan ternak yang terawasi
	 
	650 sampel
	208,010,500.00

	 
	Pembinaan, Pengawasan Mutu dan Peredaran Bibit Ternak
	Jumlah bibit yang terawasi
	 
	100 bibit
	127,515,000.00

	8
	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
	Peningkatan promosi pemasaran hasil peternakan dan kualitas hasil peternakan
	3%
	 
	241,541,600.00

	 
	Fasilitasi pasar murah di Kabupaten Blitar menjelang Idhul Fitri
	Jumlah produk peternakan  yang berpartisipasi dalam pasar murah menjelang Idhul Fitri di Kab. Blitar
	 
	6 paket
	20,465,000.00

	 
	Pendampingan kegiatan pelayanan informasi pasar
	Jumlah Laporan  informasi harga pasar produk peternakan yang tersusun
	 
	4 bendel
	21,076,600.00

	 
	Fasilitasi sarana dan prasarana pasar produksi peternakan
	Jumlah sarana dan prasarana pasar produksi peternakan yang terfasilitasi
	 
	2 pasar
	200,000,000.00

	9
	Program pengembangan perikanan budidaya
	Peningkatan produksi perikanan budidaya
	1.662,35 Ton 
	619,56 Ton
	1,657,760,000.00

	 
	 
	 
	37.327.000 ekor
	10.323.400 ekor
	 

	 
	Pendamping Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
	Jumlah bidang tanah yang terbantu proses administrasi kegiatan pra sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan 
	 
	50 bidang
	47,145,000.00

	 
	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP)
	Jumlah rumah tangga miskin yang dibantu
	 
	5 RTM
	44,190,000.00

	 
	Gelar Produk Perikanan Budidaya
	Jumlah pelaku usaha yang terfasilitasi dalam gelar produk
	 
	400 orang
	148,195,000.00

	 
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan (DAK)
	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yang diadakan
	 
	2 paket
	500,000,000.00

	 
	Peningkatan Mutu SDM dan Kelembagaan Pembudidaya Ikan
	Jumlah pembudidaya yang dibina
	 
	100 orang
	128,775,000.00

	 
	Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI )
	Jumlah BBI yang mampu operasional
	 
	2 BBI
	96,220,000.00

	 
	Pendaftaran pelaku usaha perikanan budidaya
	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terdaftar
	 
	100 orang
	47,760,000.00

	 
	Pemantauan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	Jumlah pelayanan pemantauan dan pencegahan kesehatan ikan dan lingkungan
	 
	110 pelayanan
	599,575,000.00

	 
	Pendampingan dan standarisari pengelolaan perikanan budidaya
	Jumlah pembudidaya yang terfasilitasi untuk standarisasi pengelolaan perikanan budidaya
	 
	5 orang
	45,900,000.00

	10
	Program Peningkatan Pembinaan Usaha dan Agribisnis Peternakan
	Peningkatan pembinaan usaha dan agribisnis peternakan
	2%
	12%
	305,484,000.00

	 
	Fasilitasi pertemuan dan pelatihan kelompok ternak
	Jumlah peternak/ kelompok ternak yang terfasilitasi permintaan pelatihannya
	 
	875 peternak
	159,184,000.00

	 
	Pelatihan kelompok agribisnis peternakan
	Jumlah peternak yang terbina dalam pengembangan agribisnis peternakan
	 
	150 peternak
	103,000,000.00

	 
	Pendampingan Lomba Nasional
	Jumlah kelompok ternak yang mengikuti Lomba Nasional
	 
	1 kelompok
	43,300,000.00

	11
	Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
	Peningkatan Pengawasan Bahan/Produk Peternakan 
	NA
	1%
	454,488,250.00

	 
	Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk pangan asal hewan
	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang terawasi
	 
	280 sampel
	127,208,200.00

	 
	Pembinaan dan sosialisasi pemotongan ternak
	Jumlah pelaku usaha pemotongan ternak yang terbina
	 
	50 orang
	40,815,000.00

	 
	Monitoring dan pengawasan penyembelihan hewan qurban
	Jumlah hewan qurban yang terawasi
	 
	12.000 ekor
	107,500,050.00

	 
	Fasilitasi RPH
	Jumlah  RPH yang terfasilitasi
	 
	5 RPH
	159,600,000.00

	 
	Pembinaan pelaku usaha untuk memperoleh Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
	Jumlah pelaku usaha produk asal hewan yang terbina
	 
	25 pelaku
	19,365,000.00

	12
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial
	Peningkatan ketrampilan di Bidang Peternakan 
	NA
	20%
	100,000,000.00

	 
	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan atau Daerah Hasil Bahan Baku Industri Hasil Tembakau
	Terlatihnya peternak Kelompok ternak di lingkungan industri tembakau
	 
	160 orang
	100,000,000.00

	Total
	7,389,783,500.00


TABEL 5.3
PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018-2021

	Indikator Tujuan
	Sasaran OPD
	Indikator Sasaran (impact)
	Program/ Kegiatan 
	Indikator Program (Outcome)/ Kegiatan (output)
	Data kinerja Pada Tahun Awal Perencanaan (2016)
	2018
	2019
	2020
	2021

	
	
	
	
	
	
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu
	Target
	Pagu

	6
	10
	11
	2
	3
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	 
	Meningkatnya pelayanan kesekretariatan SKPD
	Indeks kepuasan aparatur 
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
	Presentase kepuasan aparatur
	NA
	85%
	        550,000,000 
	90%
	      575,000,000 
	95%
	      775,000,000 
	100%
	           950,000,000 

	 
	 
	
	Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
	Jumlah jenis layanan administrasi perkantoran
	6
	6
	        550,000,000 
	6
	      575,000,000 
	6
	      775,000,000 
	6
	           950,000,000 

	 
	 
	 
	Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
	Persentase sarpras aparatur dengan kondisi layak fungsi
	93%
	95%
	     1,150,000,000 
	96%
	      835,000,000 
	97%
	      968,000,000 
	98%
	           720,000,000 

	 
	 
	 
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
	Jumlah sarpras yang berfungsi baik
	87
	92
	     1,150,000,000 
	95
	      835,000,000 
	97
	      968,000,000 
	102
	           720,000,000 

	 
	 
	
 


	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Persentase sumberdaya aparatur yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas SDM aparatur
	0
	100
	        105,000,000 
	100
	      115,000,000 
	100
	      125,000,000 
	100
	           135,000,000 

	 
	 
	 
	Pendidikan dan Pelatihan Formal
	Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal
	0
	4
	         40,000,000 
	4
	        40,000,000 
	4
	       40,000,000 
	4
	             40,000,000 

	 
	 
	 
	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur
	0
	100
	         65,000,000 
	100
	        75,000,000 
	100
	       85,000,000 
	100
	             95,000,000 

	 
	 
	 
	Program Perencanaan, Penganggaran dan Pengendalian Kinerja dan Keuangan
	Prosentase dokumen perencanaan, laporan keuangan dan kinerja SKPD yang disusun tepat waktu
	1
	100%
	        470,000,000 
	100%
	      482,000,000 
	100%
	      518,000,000 
	100%
	           325,000,000 

	 
	 
	 
	Penyusunan dokumen perencanaan, pelaporan capaian kinerja serta penyediaan informasi Peternakan dan Perikanan
	Jumlah dokumen yang disusun
	3
	4
	         80,000,000 
	4
	        79,500,000 
	4
	       83,000,000 
	4
	             87,500,000 

	 
	 
	 
	penyusunan dokumen penganggaran dan laporan keuangan
	Jumlah dokumen yang disusun
	3
	3
	         40,000,000 
	3
	        32,500,000 
	3
	       35,000,000 
	3
	             37,500,000 

	 
	 
	 
	Penyusunan Peraturan Daerah Bidang Peternakan dan Perikanan
	Jumlah Peraturan Daerah / Ranperda yang disusun 
	0
	1
	        200,000,000 
	1
	      210,000,000 
	1
	      220,000,000 
	0
	                         -   

	 
	 
	 
	Monitoring Evaluasi dan Pendataan Statististik Peternakan dan Perikanan 
	Jumlah dokumen yang disusun
	1
	3
	        150,000,000 
	3
	      160,000,000 
	3
	      180,000,000 
	3
	           200,000,000 

	Kontribusi sektor perikanan terhadap PDRB ( %)
	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan
	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap
	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap
	885.6 ton
	1510 Ton
	     1,660,000,000 
	1660 Ton
	   3,395,000,000 
	1825 Ton
	 3,765,000,000 
	2007 Ton
	         4,005,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan
	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan yang terfasilitasi sarana dan prasarananya
	 
	1 TPI
	        500,000,000 
	1 TPI
	      300,000,000 
	1 TPI
	      325,000,000 
	1 TPI
	           350,000,000 

	 
	 
	 
	KegiatanPengembangan Prasarana Pendukung Perikanan Tangkap,  Fasilitasi Peralatan Penangkapan Ikan dan alat bantu Penangkapan ikan
 
	Jumlah prasarana pendukung perikanan tangkap yang diadakan
	 
	1
	        150,000,000 

 
	1
	      975,000,000 

 
	1
	 1,100,000,000
 
	1
	         1,150,000,000 

	 
	 
	 
	
	Jumlah peralatan penagkapan ikan dan alat bantu penagkap ikan yang diadakan
	 
	75
	
	85
	
	100
	
	100
	 

	 
	 
	 
	Kegiatan pendaftaran kapal perikanan
	Jumlah kapal perikanan yang terdaftar
	 
	235
	         40,000,000 
	245
	        45,000,000 
	245
	       50,000,000 
	245
	             50,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan restocking sumberdaya kelautan dan perikanan
	Jumlah benih ikan yang ditebar
	 
	650,000
	         50,000,000 
	700,000
	        70,000,000 
	750,000
	       80,000,000 
	750,000
	             80,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan penerapan teknologi penangkapan ikan
	Jumlah nelayan yang mengikuti pelatihan teknologi penangkapan ikan
	 
	265
	        165,000,000 
	275
	      180,000,000 
	285
	      200,000,000 
	285
	           200,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan Pembinaan Usaha dan Peningkatan mutu produksi untuk nelayan kecil
	Jumlah KUB yang dibina dalam  peningkatan mutu produk si untuk nelayan kecil
	 
	7
	        150,000,000 
	10
	      300,000,000 
	13
	      390,000,000 
	15
	           450,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan gelar produk perikanan tangkap dan nelayan kecil
	jumlah produk yang terfasilitasi gelar produk perikanan tangkap dan nelayan kecil
	 
	8
	         95,000,000 
	10
	      100,000,000 
	12
	      120,000,000 
	15
	           150,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan penyediaan dan pemeliharaan armada penangkapan dan pemilihan ikan untuk nelayan kecil
	Jumlah armada penangkapan ikan yang disediakan
	 
	5
	        120,000,000 
	10
	      750,000,000 
	10
	      750,000,000 
	10
	           750,000,000 

	 
	 
	 
	Kegiatan diversifikasi keluarga nelayan
	Jumlah keluarga nelayan yang mempunyai usaha tambahan
	 
	130
	150,000,000
	140
	250,000,000
	150
	300,000,000
	160
	350,000,000

	 
	 
	 
	Kegiatan pembinaan kelembagaan dan kesadaran nelayan terhadap Peraturan perundang-undangan
	Jumlah kelompok yang terbina dan terfasilitasi permodalan usahanya
	 
	50
	190,000,000
	55
	325,000,000
	55
	325,000,000
	55
	325,000,000

	 
	 
	 
	Fasilitasi jaminan sosial dan keselamatan kerja untuk nelayan
	Jumlah nelayan yang terfasilitasi asuransi dan alat keselamatan kerja
	 
	75
	50,000,000
	100
	100,000,000
	125
	125,000,000
	150
	150,000,000

	 
	 
	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya
	Program Pengembangan Perikanan Budidaya
	Jumlah  Produksi Perikanan Konsumsi (ton)
	16304.61
	 17.976,30 
	     2,830,000,000 
	 18.875,34 
	   3,030,000,000 
	19.818,30
	   3,125,000,000 
	20.809,58
	         3,910,000,000 

	 
	 
	
	 
	Jumlah Produksi Perikanan Non Konsumsi (ekor)
	   277,857,000 
	299.512.510
	
	314.486.964
	
	330.211.312
	
	346.732.423
	

	 
	 
	 
	Fasilitasi Pengembangan Kawasan Budidaya Ikan
	Jumlah pembudidaya di kawasan budidaya yang terfasilitasi pengembangan usaha budidayanya
	 
	40
	        375,000,000 
	45
	      350,000,000 
	50
	      400,000,000 
	55
	           450,000,000 

	 
	 
	 
	Pembangunan Sarana dan Prasarana Balai Benih Ikan
	Jumlah Sarana dan Prasarana BBI yang diadakan
	 
	1
	        600,000,000 
	1
	      650,000,000 
	1
	      500,000,000 
	1
	         1,000,000,000 

	 
	 
	 
	Pengembangan Pelaksanaan Demfarm Budidaya Ikan
	Jumlah kelompok yang melaksanakan Demfarm Budidaya Ikan
	 
	1
	        300,000,000 
	1
	      350,000,000 
	1
	      380,000,000 
	1
	           450,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah pembudidaya yang menerapkan teknologi anjuran
	 
	35
	 
	40
	 
	45
	 
	50
	 

	 
	 
	 
	Pendamping Sertifikasi Hak Atas Tanah Pembudidaya Ikan
	Jumlah bidang yang proses administrasi kegiatan pra sertifikasi hak atas tanah pembudidaya ikan yang dapat terbantu
	 
	50
	         75,000,000 
	50
	      100,000,000 
	50
	      125,000,000 
	50
	           150,000,000 

	 
	 
	 
	Pendamping Pelestarian dan Pengembangan Program Anti Kemiskinan (APP)
	Jumlah rumah tangga miskin yang dibantu
	 
	5
	         75,000,000 
	5
	        80,000,000 
	5
	       85,000,000 
	5
	           100,000,000 

	 
	 
	 
	Pemantauan dan Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	Jumlah pelayanan pemantauan dan  Penanganan Kesehatan Ikan dan Lingkungan
	 
	115
	         65,000,000 
	115
	        70,000,000 
	120
	       80,000,000 
	130
	             85,000,000 

	 
	 
	 
	Monitoring OIKB dan Residu
	Jumlah toko obat, pembenih dan pembudidaya yang dimonitor 
	 
	30
	         50,000,000 
	30
	        50,000,000 
	35
	       55,000,000 
	35
	             55,000,000 

	 
	 
	 
	Peningkatan Mutu SDM dan Penguatan Kelembagaan Pembudidaya Ikan
	Jumlah pembudidaya / kelompok yang mengikuti Bimtek/ dibina serta memiliki usaha tambahan
	 
	100
	        100,000,000 
	120
	      105,000,000 
	140
	      110,000,000 
	160
	           115,000,000 

	 
	 
	 
	Verivikasi, Fasilitasi, Monitoring Pengembangan Usaha dan Pembenihan serta Budidaya Ikan
	Jumlah pembudidaya yang diverivikasi, difasilitasi serta dimonitoring 
	 
	120
	        565,000,000 
	130
	      590,000,000 
	140
	      615,000,000 
	150
	           640,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah pembenih yang terfasilitasi usaha pembenihan ikan
	 
	30
	 
	35
	 
	40
	 
	45
	 

	 
	 
	 
	 
	Penambahan jumlah jenis ikan yang bisa diusahakan secara ekonomis
	 
	1.00
	 
	1.00
	 
	1.00
	 
	1.00
	 

	 
	 
	 
	Pengembangan Program Pakan Mandiri
	Jumlah pelaku usaha perikanan yang terfasilitasi dalam pembuatan pakan ikan
	 
	2
	         75,000,000 
	3
	        80,000,000 
	3
	       85,000,000 
	3
	             90,000,000 

	 
	 
	 
	Pengendalian Mutu Perikanan Budidaya
	Jumlah pelayanan pengendalian mutu perikanan budidaya
	 
	30
	         65,000,000 
	30
	        65,000,000 
	35
	       70,000,000 
	35
	             75,000,000 

	 
	 
	 
	Optimalisasi Balai Benih Ikan ( BBI )
	Jumlah BBI yang mampu operasional
	 
	1
	        225,000,000 
	1
	      250,000,000 
	1
	      300,000,000 
	1
	           350,000,000 

	 
	 
	 
	Pendaftaran pelaku usaha perikanan budidaya
	Jumlah pelaku usaha perikanan budidaya yang terdaftar
	 
	200
	         60,000,000 
	300
	        65,000,000 
	400
	       70,000,000 
	500
	             75,000,000 

	 
	 
	 
	Gelar Produk Perikanan Budidaya
	Jumlah komoditi perikanan budidaya yang terfasilitasi
	 
	4
	        200,000,000 
	4
	      225,000,000 
	4
	      250,000,000 
	4
	           275,000,000 

	Kontribusi sub sektor peternakan terhadap PDRB ( %)
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan
	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak
	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Hewan
	Presentase PHMS yang tertangani sesuai dengan waktu tanggap
	NA
	80%
	        730,000,000 
	85%
	      900,000,000 
	90%
	   1,125,000,000 
	95%
	           730,000,000 

	 
	 
	 
	Pemeliharaan Kesehatan,Pencegahan dan Monitoring Penanganan Penyakit  Hewan 
	Jumlah hewan yang terlayani pencegahan kesehatan hewan
	 
	45,000
	        450,000,000 
	45,000
	      600,000,000 
	46,000
	      750,000,000 
	46,000
	           300,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah hewan sakit yang tertangani 
	 
	1,000
	 
	1,000
	 
	1,200
	 
	1,300
	 

	 
	 
	 
	Pemeriksaan dan pengawasan lalu lintas hewan
	Jumlah rekomendasi yang diterbitkan
	 
	300
	         65,000,000 
	325
	        70,000,000 
	350
	      100,000,000 
	375
	           125,000,000 

	 
	 
	 
	Fasilitasi Puskeswan
	Jumlah Puskeswan yang terfasilitasi
	 
	4
	        100,000,000 
	4
	      100,000,000 
	4
	      125,000,000 
	4
	           125,000,000 

	 
	 
	 
	Pembinaan medik/paramedik veteriner
	Jumlah petugas medik dan paramedik veteriner yang terbina
	 
	25
	         40,000,000 
	35
	        50,000,000 
	50
	       60,000,000 
	70
	             80,000,000 

	 
	 
	 
	Sosialisasi, monitoring, pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan
	Jumlah Poultryshop/Petshop/Peternak yang termonitor
	 
	90
	         75,000,000 
	100
	        80,000,000 
	115
	       90,000,000 
	120
	           100,000,000 

	 
	 
	 
	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
	Prosentase peningkatan produksi daging, telur, susu
	2.06
	1%
	     1,647,900,000 
	1%
	   1,741,000,000 
	1%
	   1,827,000,000 
	1%
	         1,758,600,000 

	 
	 
	 
	Verivikasi, Fasilitasi dan Monitoring  pengembangan ternak  dan sarana pendukung
	Jumlah ternak/peternak yang diverivikasi, difasilitasi serta dimonitoring 
	 
	405
	        332,600,000 
	380
	      346,000,000 
	430
	      352,000,000 
	355
	           358,600,000 

	 
	 
	 
	Optimalisasi Inseminasi Buatan dan Pelestarian Sumber Daya Genetik
	Jumlah dokumen yang tersusun
	 
	1
	        542,000,000 
	1
	      575,000,000 
	1
	      650,000,000 
	1
	           675,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah bibit ternak dan akseptor IB  yang terawasi
	 
	900
	 
	940
	 
	975
	 
	1050
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah petugas IB yang mengikuti bintek
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 
	60
	 

	 
	 
	 
	Pembinaan, Pengembangan dan sosialisasi mutu pakan ternak
	Jumlah Peternak yang terbina
	 
	400
	        150,000,000 
	400
	      150,000,000 
	400
	      275,000,000 
	400
	           150,000,000 

	 
	 
	 
	Pengembangan teknologi peternakan tepat guna dan pengawasan mutu pakan
	Jumlah sampel pakan ternak yang terawasi
	 
	766
	        300,000,000 
	776
	      325,000,000 
	781
	      275,000,000 
	786
	           375,000,000 

	 
	 
	 
	Pembinaan Usaha Peternakan
	Jumlah peternak/ kelompok ternak yang terfasilitasi  dan terbina
	 
	1061
	        323,300,000 
	1121
	      345,000,000 
	1131
	      275,000,000 
	1166
	           200,000,000 

	 
	 
	 
	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan
	Prosentase Peningkatan hasil ternak yang terfasilitasi melalui pasar terpadu
	NA
	0,5%
	        403,076,600 
	0,5%
	      417,000,000 
	0,5%
	      275,000,000 
	0,5%
	           515,000,000 

	 
	 
	 
	Fasilitasi Pasar Murah, Pemantauan dan Pengembangan Pasar Produksi Peternakan 
	Jumlah produk peternakan  yang berpartisipasi dalam pasar murah menjelang Idhul Fitri
	 
	6000
	        253,076,600 
	6000
	      257,000,000 
	6000
	      295,000,000 
	6000
	           330,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah Laporan  informasi harga pasar produk peternakan yang tersusun
	 
	4
	 
	4
	 
	4
	
	4
	 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah sarana dan prasarana pasar produksi peternakan yang terfasilitasi
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 
	2
	 

	 
	 
	 
	Gelar Produk Peternakan
	Jumlah ternak ( produk peternakan ) yang terfasilitasi
	 
	100
	        150,000,000 
	110
	      160,000,000 
	120
	      275,000,000 
	130
	           185,000,000 

	 
	 
	 
	Program Pembinaan Lingkungan Sosial Sektor Peternakan
	Prosentase Peningkatan Peternak terampil
	NA
	10%
	        150,000,000 
	10%
	      160,000,000 
	10%
	      275,000,000 
	10%
	           200,000,000 

	 
	 
	 
	Pembinaan kemampuan dan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat
	Jumlah masyarakat yang terbina ketrampilan bidang peternakan 
	 
	180
	        150,000,000 
	200
	      160,000,000 
	210
	      275,000,000 
	220
	           200,000,000 

	 
	 
	Prosentase produk peternakan yang layak edar
	Program Pengawasan Mutu/ Kualitas Produk Peternakan
	Jumlah Produk peternakan yang tersertivikasi 
	6
	8
	     1,055,000,000 
	10
	   1,020,000,000 
	12
	      930,000,000 
	15
	         1,055,000,000 

	 
	 
	
	Pengawasan, pemeriksaan dan pembinaan produk asal hewan 
	Jumlah sampel bahan pangan asal hewan yang terawasi dan produk non pangan asal hewan yang termonitor
	 
	200
	        220,000,000 
	220
	      230,000,000 
	240
	      280,000,000 
	260
	           305,000,000 

	 
	 
	 
	 
	Jumlah pelaku usaha produk peternakan yang terbina
	 
	80
	 
	100
	 
	100
	 
	110
	 

	 
	 
	 
	Fasilitasi RPH
	Jumlah  RPH yang terfasilitasi
	 
	3
	        350,000,000 
	3
	      200,000,000 
	3
	      275,000,000 
	3
	           150,000,000 

	 
	 
	 
	Pembangunan/rehabilitasi/renovasi/sarana dan prasarana peternakan
	Jumlah sarana prasarana peternakan yang terbangun/terenovasi
	 
	1
	        400,000,000 
	1
	      500,000,000 
	                1 
	      275,000,000 
	  1 
	           500,000,000 

	 
	 
	 
	Monitoring dan pengawasan penyembelihan hewan qurban
	Jumlah hewan qurban yang terawasi
	 
	12000
	         85,000,000 
	12100
	        90,000,000 
	12200
	      100,000,000 
	12250
	           100,000,000 



Indikator kinerja merupakan sesuatu yang akan dihasilkan dari kerja SKPD baik berupa barang maupun jasa. Bab ini bertujuan untuk memaparkan keterkaitan antara indikator kinerja Peternakan dengan RPJMD Kabupaten Blitar khususnya yang melekat pada sasaran. Tahapan awal yang dipaparkan adalah identifikasi indikator sasaran yang melekat pada RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Peternakan. Adapun penjabaran indikator sasaran RPJMD tersebut sebagai berikut. 
Tabel 6.1
Indikator Kinerja Dinas Peternakan dan Perikanan yang mengacu

pada tujuan dan sasaran RPJMD
	Sasaran RPJMD
	Sasaran OPD
	Indikator Kinerja
	Target Kinerja sasaran pada tahun ke-

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Meningkatnya produktivitas usaha masyarakat, koperasi, UMKM berbasis pertanian dan pariwisata
	Meningkatnya produksi dan produktifitas hasil perikanan budidaya dan tangkap berkelanjutan 


	Prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap
	 -60,2%
	30%
	10%
	10%
	10%
	10%

	
	
	Prosentase peningkatan produksi perikanan budidaya
	 13,65 %
	3.8%
	6%
	6%
	6%
	6%

	
	Meningkatnya produksi dan kualitas produk peternakan
	Prosentase Peningkatan Populasi Ternak
	 1,8%
	1%
	1%
	1%
	1%
	1%

	
	
	Prosentase produk peternakan yang layak edar


	NA
	 NA
	95%
	96%
	97%
	98%



Penyusunan Rencana Strategis Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah di rencanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Apabila di kemudian hari terdapat hal-hal yang perlu dilakukan perubahan terkait dengan hasil evaluasi maka tidak menutup kemungkinan Renstra ini dapat di tinjau kembali. 

Demikian pula, untuk dapat terlaksananya Renstra ini, perlu mendapat dukungan dan partisipasi dari seluruh aparatur baik Struktural maupun Fungsional dan seluruh staf Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar serta perhatian dan dukungan Pemerintah Daerah, baik bersifat administratif, maupun teknis. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini.


Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2016-2021 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan , strategi, kebijakan, program dan kegiatan prioritas pembangunan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar yang akan dilaksanakan dan ingin diwujudkan dalam periode tahun 2016-2021, yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar tahun 2016-2021.
Dalam proses penyusunan dan implementasinya perlu memperhatikan filosofis yang mengatakan bahwa apabila kita gagal membuat rencana,  maka sama saja artinya dengan kita telah merencanakan sebuah kegagalan. Oleh karena itu penyusunan  harus dilakukan secara seksama, melibatkan semua organisasi serta memperhatikan kebijakan-kebijakan makro dan mikro yang melingkupi dan lingkungan strategis yang menyertai organisasi.

Agar rencana strategis ini memiliki  peran yang signifikan terhadap  akselerasi terhadap pembangunan organisasi maka dibutuhkan adanya konsisten dan komitmen dari seluruh organisasi untuk menjadikan sebagai  acuan semua aktifitas yang akan dilaksanakan.


Demikian Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2016 – 2021, semoga dapat bermanfaat dan menjadi acuan serta pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembangunan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar 5 (lima) tahun kedepan. Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis ini, diucapkan terima kasih.
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